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Ezi Hendri. D1208557. Wacana Marjinalisasi Politik Perempuan dalam  
Media (Studi Analisis Wacana Marjinalisasi Perempuan dalam Berita Calon 
Legislatif tahun 2009 di Harian Jawa Pos Periode 1 Maret - 30 April 2009). 
Ilmu Komunikasi FISIP UNS. 
Perempuan belum sepenuhnya mendapat hak untuk kesetaraan dengan laki-
laki dalam bidang publik. Ranah publik menjadi arena dimana perempuan masih 
dianggap sebagai kelas kedua (second class), hal ini digambarkan dalam berita-
berita harian Jawa Pos. Akibatnya kehadiran perempuan terpinggirkan dan tidak 
mendapat tempat dalam berita, khususnya berita-berita politik. Dalam penelitian 
ini, penulis ingin melihat aspek marjinalisasi terhadap politik perempuan yang 
diwacanakan oleh media melalui berita, dalam hal ini harian Jawa Pos periode 1 
Maret-30 April 2009. Tujuannya adalah untuk melihat wacana marjinalisasi yang 
diagendakan oleh Jawa Pos dalam beritanya. Adapun pemilihan harian Jawa Pos 
karena sejak tahun 2006 hingga 2009 Nilesen Media Research menetapkan harian 
ini sebagai harian pembaca paling banyak. 
Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan 
analisis wacana. Adapun pisau bedah yang digunakan untuk membongkar praktek 
marjinalisasi, penulis terinspirasi dari tiga model pendekatan. Pertama, model 
Sara Mills yang melihat posisi perempuan dalam berita, kedua model Van Dijk 
yang melihat pengingkaran (negasi) tema dalam sebuah berita. Ketiga, model 
Theo Van Leeuwen melihat perempuan dipasifkan melalui pasivasi aktor. Dengan 
menggunakan paradigma kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana media mewacanakan perempuan melalui sebuah berita. 
Adapun validitas data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber/data 
karena dalam penelitian ini penulis memanfaatkan sumber data berupa dokumen, 
yaitu 21 berita harian Jawa Pos.  
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan berita-berita tentang 
Caleg tahun 2009 yang dimuat di harian Jawa Pos kurun waktu 1 Maret-30 April 
2009, terdapat kecenderungan perempuan dimarjinalisasikan dalam ranah politik. 
Artinya, kehadiran perempuan dalam berita ‘diciptakan’ agar tidak terlibat jauh 
dalam ruang politik. Hal ini dilihat dari banyaknya berita yang memposisikan 
perempuan sebagai objek ketimbang subjek. Ketika sebagai objek, perempuan 
tidak diberikan ruang untuk berpendapat dan berargumen karena wartawan 
memilih berita dari perpektif laki-laki. Selanjutnya, marjinalisasi terjadi ketika 
perempuan ditiadakan (pasivasi) dalam berita. Dalam hal ini strategi yang 
digunakan berupa penghilangan dan penyamaran posisi perempuan dalam berita. 
Terakhir praktek marjinalisasi ketika dalam berita terjadi pengingkaran (negasi) 
terhadap kehadiran dengan tema-tema perempuan. 
 Akhirnya, menurut hemat penulis berita-berita di harian Jawa Pos 
memarjinalkan posisi perempuan. Melihat posisi perempuan yang termarjinalkan, 
penulis memberikan saran agar harian Jawa Pos mampu bersifat netral dan 
seimbang dengan menyuguhkan fakta-fakta yang sesuai dengan fakta lapangan. 
Sebagai institusi pers, harian Jawa Pos diharapakan mengikutsertakan perempuan 
dalam sistem keredaksian, khususnya desk politik. Kehadiran perempuan sebagai 
jurnalis, mampu memberi nuansa baru dalam peliputan berita-berita terkait 

















































Ezi Hendri. D1208557. The Women Political Marginalization Discourse in 
the Media (A Discourse Study on the Women Political News in Jawa Pos 
Daily during March 1-April 30 2009 Period). Communication Department of 
FISIP UNS 
 
 Woman has not gotten completely her right for equality to the man in public 
field. The public domain becomes the arena in which the woman is still 
considered as second class, it is represented in the news of Jawa Pos daily. As a 
result, the existence of women is marginalized and does not get some place in the 
news, particularly in the political news. In this research, the writer wants to see 
the marginalization aspect of women politics revealed by the media through the 
news, in this case, Jawa Pos daily during March 1-April 30 2009 period. 
Furthermore, the writer emphasizes on how the woman is put on the scenario in 
news, particularly the political news. The objective of research is to see the 
marginalization discourse posted by the Jawa Pos in its news. 
 In order to achieve that objective, the writer uses the discourse analysis. The 
instrument used to dismantle the marginalization practice, the writer uses three 
analysis models. Firstly, Sara Mills model seeing the position of women in the 
news, secondly Van Dijk seeing the theme negation in news. Thirdly, Theo Van 
Leeuwen views the women is made as passive through the actor passivity. Using a 
descriptive qualitative paradigm, this research aims to find out how the media put 
the women through some news. 
 Considering the result of research, the writer concludes that the news 
contained in Jawa Pos daily during 1 Maret-30 April 2009, there is a tendency that 
the woman is inhibited for her existence in political realm. It means that, the 
presence of woman in the news “is created” to not participate further in the 
political space. It can be seen from the news positioning the women as the object 
rather than subject. When as an object, the woman is not given room to argue 
because the journalist chooses the news from the man’s perspective.  Furthermore, 
marginalization occurs when the woman is made passive in the news. In this case, 
the strategy employed is to eliminate and to disguise the woman’s decision 
(negation) on the presence of woman themes. 
 Finally, it can be concluded that if the Jawa Pos daily builds on the discourse 
in order that the woman’s access to the political domain is inhibited. The woman 
is brought into the marginalization through the biased gender political news. 
Seeing the lameness existing, the writer recommends the Jawa Pos daily to give 
equal news portion for both man and woman. In addition, from the aspect of 
content, the news is expected to be able to neutral and balanced in presenting the 
facts consistent with the field fact. As the press institution, Jawa Pos daily is also 
expected to be able to give more opportunity for female journalist to undertake 
career in journalistic area. The presence of woman as journalist can give new 




















































A.  Latar Belakang  
 Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan mempunyai hak serta kewajiban 
yang sama pada sektor publik, tidak terkecuali pada sektor politik. Hal ini 
mendapat jaminan dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait 
dengan kesamaan fungsi, peran, dan kedudukan seseorang di mata hukum dan 
pemerintahan. Lebih lanjut, hal ini disinggung dalam Undang-Undang Dasar 
(UUD) 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “ Segala warga Negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.  
 Jadi, sejatinya amanat dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah terciptanya 
suatu kehidupan kemasyarakatan yang emansipatoris dan berkeadilan bagi setiap 
warga negara. Namun, pada kenyataannya aplikasi peraturan perundang-undangan 
saat ini masih berpihak pada salah satu kelompok atau golongan. Terlepas dari 
persoalan sektor yang digeluti perempuan, keterlibatan mereka di sektor manapun 
selalu dicirikan oleh “kelas kedua” dari pekerjaannya. 
 Data yang dirilis oleh BPS bekerja sama dengan Unifem pada tahun 2000 
tentang penyusunan statistik dan indikator berbasis gender menunjukan rendahnya 
representasi perempuan dalam DPR (8.8%), MPR (9.1%), Anggota DPA (2.7%), 
hakim agung (13.7%), kepala desa/lurah (2.3%) dan kedudukan dalam jabatan 
struktural kepegawaian (15.2%), padahal rasio jumlah penduduk perempuan di 
atas rasio penduduk laki-laki (Rian Nugroho, 2008: xi). Dari data tersebut terlihat 
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perempuan yang memilih menjadi politikus, masyarakat masih menganggapnya 
sebagai sesuatu yang aneh karena dunia politik  itu sudah dianggap milik laki-laki. 
Lebarnya jurang pemisah antara laki-laki dan perempuan menyebabkan 
perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi 
masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan 
pembangunan.  
 Merujuk pada hasil penelitian May Lan pada harian Kompas dan Jawa Pos 
yang dikutip dari artikel Hamid Arifin dalam Jurnal Komunikasi Massa (2007) 
menyimpulkan bahwa dalam rentang waktu selama dua tahun (Juli 1996 sampai 
Juni 1998) frekuensi berita tentang perempuan dalam dimensi ekonomi di surat 
kabar Kompas sebesar 3,7% (99 dari 2.677 buah berita), dan Jawa Pos sebesar 
7,8% (494 dari 6.331 buah berita). Sementara kiprah perempuan dalam dimensi 
politik yang menjadi berita di Kompas 12,1% (324 dari 2.677 buah berita) dan di 
Jawa Pos 10,4% (661 dari 6331 berita). Dimensi sosial di Kompas 40,9% dan 
Jawa Pos 49,9%, dimensi budaya di Kompas 43,3% dan Jawa Pos 31,9%. 
 Melihat persentase perempuan baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun 
politik belum mampu menujukan keterwakilan perempuan sebagai salah satu 
piranti dalam pembangunan. Data di atas mengambarkan peran perempuan dalam 
pembangunan (dilihat dari aspek ekonomi, politik, dan sosial) belum 
menggambarkan partisipasi aktif perempuan. Hambatan utama partisipasi 
perempuan dalam politik yang dikemukakan oleh Julia Cleves Mosse (2004: 232-
233) ialah apa yang ia sebut sebagai pemujaan machismo, yaitu pola kultural  
seksis yang membatasi partisipasi efektif perempuan. Machismo adalah bentuk 
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Paham ini mempengaruhi  kehidupan seksual, prokreatif kerja, dan kehidupan 
emosional perempuan serta menentukan hubungan yang dimiliki dengan laki-laki. 
Jadi, masih ada kecenderungan beberapa golongan masyarakat memandang 
perbedaan jenis kelamin sebagai sesuatu yang mendiskreditkan perempuan. 
 Dalam kajian ini, penulis menitikberatkan bagaimana peran media (surat 
kabar) dalam membangun wacana terkait kehadiran perempuan melalui berita 
yang ditampilkannya.  Dari penjelasan di atas, editor surat kabar (kebanyakan laki-
laki) dihinggapi alam pikiran yang dapat dikategorikan sebagai paradigma yang 
bias gender. Artinya, perempuan hanya akan mendapat tempat dalam sebuah 
berita berdasarkan perspektif laki-laki. Alam pikiran keredaksian yang 
berorientasi pada kedudukan perempuan sebatas terlibat dalam pembangunan 
secara tidak langsung mempengaruhi wartawan dalam memaknai masalah 
perempuan. Jadi, permasalahan yang diangkat dalam pemberitaan di sebuah surat 
kabar mengenai posisi perempuan belum menyentuh permasalahan yang paling 
mendasar, yaitu kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan. 
 Konsekuensi logis dari ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada 
sektor-sektor domestik semata tapi telah memasuki ranah yang lebih spesifik salah 
satunya adalah sektor politik. Menurut Argyo Demartoto (2005: 18) ranah  
domestik adalah  pekerjaan dalam rumah tangga atau dalam rumah yang secara 
ekonomi tidak diberi nilai (harga). Pengarahan perempuan ke ranah domestik kian 
menyempitkan peluang mereka untuk berkreasi di ranah politik sehingga 
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 Berbicara marjinalisasi perempuan, Mansour Fakih (2008: 14) memberi 
analisis tentang konsep ini yaitu bagaimana suatu bentuk pemiskinan terhadap 
kaum perempuan yang disebabkan oleh ketidakadilan gender dan marjinalisasi 
muncul oleh perbedaan gender tersebut. Sedikit berbeda dengan Fakih, Mies 
Grijns memberi tinjauan lain tentang konsep marjinalisasi sebagai bentuk proses 
perubahan hubungan kekuasaan manusia melalui suatu cara, sehingga salah satu 
kelompok manusia makin terputus aksesnya ke sumber-sumber (tanah, air, modal, 
pekerjaan, pendidikan, hak politik, dll) yang kian lama semakin dimonopoli oleh 
elit tertentu (dalam Demartoto, 2005: 21). 
 Langkah awal yang menjadi kajian penulis dalam penelitian ini adalah 
memberi batasan pada definisi marjinalisasi. Berangkat dari konsep marjinal yang 
dikemukan Grijns, konsep marjinal dalam kajian ini menitik-beratkan posisi 
perempuan pada perubahan hubungan kekuasaan yang mengakibatkan terputusnya 
akses mereka terhadap hak politik. Dalam penelitian ini marjinalisasi perempuan 
akan dihadapkan pada media (surat kabar) yang mewacanakannya melalui 
pemberitaan, terkhusus berita-berita terkait dengan politik. 
 Isu marjinalisasi politik perempuan menjadi tema bahasan mengemuka 
karena politik menjadi ranah yang krusial mengingat kurangnya partisipasi aktif 
perempuan dalam bidang ini. Sebagai contoh UU Pemilu yang disepakati DPR 
pada 3 Maret 2008 memuat sejumlah materi baru, diantaranya 30 persen 
keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR/DPRD. Setiap tiga 
nama calon terdapat sekurang-kurangnya satu calon perempuan (Kompas, 05 
Maret 2008). Penentuan kuota seperti ini menunjukkan fakta perempuan dalam 
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 Dalam tingkat teori, konsep, dan bahkan juga perundang-undangan yang 
terdapat di banyak negara termasuk Indonesia, memang sudah diterima dan diakui 
bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban yang sama dalam semua 
lini kehidupan, namun ketimpangan masih saja menjalar. Ketimpangan dan 
kesenjangan posisi perempuan ini terlihat dari berita-berita tentang  perempuan 
yang selalu diarahkan pada frame yang lebih sempit, kurang porsi, dan tidak 
menyentuh substansi dari permasalahan yang dimiliki perempuan.   
 Contoh konkrit adalah pada saat pesta demokrasi lima tahunan, yaitu 
pemilihan umum (Pemilu). Menarik untuk dilihat kembali bahwa kehadiran 
perempuan dalam berita surat kabar menjadi salah satu penarik massa dalam 
kampanye partai-partai politik. Perempuan menjadi ‘primadona’ dalam setiap 
percakapan politik, kampanye dan dalam berbagai wacana di media. Tidak dapat 
dipungkiri lagi bahwa perempuan memainkan peran penting dalam menentukan 
perolehan suara suatu partai. Namun, di sisi lain kehadiran perempuan hanya 
sebatas pelengkap dalam sistem politik yang berlangsung. Artinya, perempuan 
hanya untuk penarik perhatian dalam proses kampanye. Hal ini berkebalikan 
dengan posisi laki-laki yang menjadi aktor utama dalam kancah politik.  
 Mansour Fakih (2008:12) menjelaskan ketidakadilan gender 
termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan seperti marjinalisasi, 
subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pelabelan 
negatif (stereotype), kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih 
banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Kelima isu di atas 
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lain juga ikut andil dalam masalah gender. Satu dengan yang lainnya melekat kuat 
dalam setiap wacana gender dewasa ini.   
 Di samping itu, jika dilihat dari perspektif agama, isu-isu gender belum 
mampu memberi nilai keberpihakan pada perempuan. Penafsiran ajaran agama 
yang masih kurang komprehensif atau cenderung tekstual yang pada akhirmya  
merugikan salah satu pihak khususnya perempuan. Masyarakat kebanyakan 
memandang dan memahami ajaran agama secara parsial sehingga menghilangkan 
nilai-nilai keadilan dan kesamarataan. Berangkat dari ketimpangan-ketimpangan 
dalam ranah politik maka melalui metode analisis wacana penulis mencoba 
menganalisis melalui media kaji surat kabar bagaimana suatu media 
mengkonstruksi wacana tentang marjinalisasi perempuan dalam bidang politik. 
 Surat kabar yang menjadi media kaji penulis dalam penelitian ini adalah 
harian Jawa Pos. Pemilihan harian Jawa Pos sebagai media kaji dikarenakan 
beberapa alasan diantaranya karena Jawa Pos merupakan salah satu harian dengan 
skala nasional sehingga berita yang hadir lebih variatif. Jawa Pos juga merupakan 
harian dengan oplah yang besar, yaitu lebih dari 400.000 eksemplar/hari.  
 Selain itu, dikutip dari www.jawapos.com/profile/index.php, sejak tahun 
2006 hingga 2009 Nielsen Media Research menetapkan Jawa Pos sebagai harian 
dengan pembaca paling banyak, yaitu mencapai 1.444, sedangkan Kompas 
(1.402), Pos Kota (1.118), Warta Kota (832), dan Top Skor (736). Besarnya minat 
baca masyarakat terhadap harian Jawa Pos menjadikan harian ini sebagai corong 
informasi yang mencakup khalayak luas. Kondisi ini menjadikan wacana yang 
ingin disampaikan harian Jawa Pos melalui berita dapat diterima oleh khalayak 
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 Adapun alasan pemilihan periode penelitian (1 Maret-30 April 2009), 
karena periode tersebut merupakan waktu pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota 
DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
yaitu, 16 Maret sampai 5 April 2009. Rentang waktu tersebut merupakan waktu 
kampanye resmi yang telah ditetapkan KPU melalui Surat Keputusan KPU 
Nomor 115/SK/KPU/Tahun 2009. Selain itu, rentang waktu selama dua bulan 
tersebut besar kemungkinan munculnya berita-berita terkait isu-isu politik 
perempuan. Dengan bervariasinya berita-berita terkait politik perempuan 
khususnya posisi perempuan yang marjinal diharapkan dapat pilihan dalam 
menganalisis data.  
 Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat wacana yang ingin disampaikan 
oleh media dalam setiap beritanya. Peneliti sebagai mahasiswa komunikasi ingin 
melihat bagaimana media mengkonstruksi pesan melalui makna yang tersirat dari 
setiap pemberitaan, dalam hal ini adalah wacana marjinalisasi perempuan dalam 
ranah politik. Lebih lanjut, setiap berita nantinya akan dianalisis dengan beberapa 
model yang sesuai dengan data dari berita.  
 Pendekatan pertama menggunakan model dari Sara Mills yang melihat 
posisi perempuan dalam berita. Posisi perempuan dalam hal ini bisa menjadi 
subjek dan bisa juga menjadi objek. Model lain yang digunakan adalah model Van 
Dijk yang melihat dari segi temanya yaitu pengingkaran (negasi) dalam sebuah 
berita. Terakhir, model yang digunakan adalah model Theo Van Leeuwen yang 
melihat perempuan dipasifkan dalam berita dengan kategori pasivasi aktor dalam 
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B. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka penulis 
merumuskan permasalahan secara umum adalah bagaimana wacana marjinalisasi 
perempuan dalam ranah politik yang direpresentasi dalam surat kabar. Wacana 
marjinalisasi perempuan dalam ranah politik tersebut dilihat dari: 
1. Posisi perempuan (subjek atau objek) perempuan dalam berita 
2. Pasivasi perempuan dalam berita 
3. Pengingkaran (negasi) perempuan dalam berita 
C.  Tujuan 
 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana wacana media terhadap praktek marjinalisasi politik perempuan dalam 
pemberitaannya. 
1. Dilihat dari posisi (subjek atau objek) perempuan dalam berita 
2. Dilihat dari pasivasi perempuan dalam berita 
3. Dilihat dari pengingkaran (negasi) dalam berita 
D.  Manfaat Penelitian 
 Melalui penelitian ini diharapkan manfaat sebagai berikut. Adapun manfaat 
yang dapat diperoleh sebagai berikut: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan 
tentang fenomena-fenomena sosial yang berkembang dewasa ini 
khususnya tentang isu-isu gender kaitannya dengan politik perempuan 
dalam media cetak. 
2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar untuk melakukan penelitian 
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3. Memberikan gambaran tentang prospek kaum perempuan untuk dapat  
 menapaki ranah publik. 
4. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan media 
 khususnya surat kabar untuk memberi akses terhadap perempuan dalam 
 ranah politik, khususnya dalam sistem keredaksian. 
 
E.  Kerangka Teori 
1. Komunikasi 
 Banyak definisi komunikasi yang digunakan saat ini, hal ini dikarenakan 
ruang lingkup ilmu komunikasi yang luas dan mencakupi segala aspek. Berelson 
dan Steiner misalnya, memaknai komunikasi sebagai proses penyampaian 
informasi, ide, gagasan, emosi, keterampilan, dan seterusnya melalui simbol kata, 
gambar, angka, grafik, dan lain-lain (dalam Mursito, 1999:6). Komunikasi 
memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan 
menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang 
dihadapi. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan 
akan ‘tersesat’ karena tidak berkesempatan menata dirinya dalam suatu 
lingkungan sosial. Thomas M Scheidel misalnya mengemukakan bahwa proses 
berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk 
membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita dan untuk mempengaruhi 
orang lain untuk berfikir merasa, atau berperilaku seperti yang kita inginkan 
(dalam Deddy Mulyana, 2005: 4).  
 Manusia tidak bisa untuk tidak melakukan kontak dengan lingkungannya 
tanpa melalui proses komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah aktifitas yang 
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lambang-lambang baik verbal maupun non verbal. Hal ini sesuai dengan apa yang 
didefinisikan Dance (1967) dimana komunikasi dalam kerangka psikologi 
behaviorisme sebagai usaha menimbulkan respon melalui lambang-lambang 
verbal (dalam Jalaluddin Rakhmat, 2004: 3).  Pada akhirnya kontak melalui proses 
komunikasi ini dapat membangun interaksi dengan manusia lainnya.  
 Definisi lain tentang komunikasi juga dipaparkan oleh teoritisi media, James 
W. Carey (1989). Ia melihat komunikasi sebagai proses yang tertanam dalam 
kehidupan kita sehari-hari yang menginformasikan cara kita menerima, 
memahami, dan mengkonstruksi pandangan kita tentang realitas dan dunia. Lebih 
lanjut, ia membagi dua pandangan tentang komunikasi, yaitu model transmisi dan 
model ritual. Sebutan “media lama” yang mencakup radio, televisi, dan surat 
kabar termasuk model transmisi. Media ini sifatnya mempromosikan sistem 
transmisi langsung, satu arah, dan dari atas ke bawah, yang secara teoritis 
menganggap khalayak pasif dan media kuat. Sedangkan “media baru” yang 
mencakup telepon, satelit, dan komputer dianggap membuka peluang bagi 
interaksi dan memungkinkan dialog yang lebih luas antara pengirim dan penerima 
pesan (John Fiske, 2004: ix) 
 Sedikit berbeda dengan Carey, John Fiske menjelaskan dua mazhab utama 
dalam studi komunikasi. Pertama, Mazhab Proses yang melihat komunikasi 
sebagai transmisi pesan, dan kedua ialah Mazhab Semiotika, yang melihat 
komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Dari definisi komunikasi di 
atas, kajian komunikasi yang relevan dengan penelitian ini ialah gagasan yang 
dikemukakan oleh Fiske, yaitu bagaimana media mentransmisikan pesan. Bagian 
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yang sesuai dengan bagaimana media (surat kabar) mewacanakan aktor melalui 
konstruksi pesan yang disampaikannya.  
 Penelitian ini menitikberatkan definisi komunikasi sebagai proses 
membentuk pemahaman khalayak melalui pesan yang disampaikan oleh media 
(surat kabar). Artinya, khalayak diarahkan untuk memaknai pesan-pesan yang 
disampaikan media. Hal ini sesuai dengan kajian Fiske tentang komunikasi 
sebagai suatu proses yang dengannya seorang pribadi mempengaruhi perilaku atau 
state of mind pribadi yang lain (John Fiske, 2004: 8). Dengan kata lain konsep 
komunikasi yang diusung Fiske merupakan upaya mentransmisikan makna yang 
terkandung dalam pesan yang pada akhirnya menciptakan persepsi bagi khalayak. 
 Bagi Fiske (2004: 13) komunikasi tak lain adalah proses dari generation of 
meaning (pembangkit makna). Ia melihat bahwa fenomena komunikasi tidak 
sekedar dipahami sebagai suatu proses saja. Pesan dilihat tidak sekedar sesuatu 
yang dikirim dari media ke khalayak. Lebih dari itu Fiske melihat pesan 
komunikasi merupakan suatu elemen di dalam struktur hubungan antara pengirim 
(produser) dan juga pembaca (reader). Pesan itu sendiri merupakan konstruksi 
makna yang pada saat bersinggungan dengan penerima (receiver) akan 
memproduksi makna. Artinya makna ini perlu dipahami bersama oleh pihak-pihak 
yang terlibat dalam suatu kegiatan komunikasi.  
 Sejalan dengan itu, Susanto (1980: 1-2) melihat hubungan yang serasi antara 
pengirim dan penerma pesan hanya dapat dicapai apabila pihak-pihak yang 
terlibat dalam kegiatan komunikasi memberi arti dan makna yang sama kepada 
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merupakan landasan pokok untuk suatu komunikasi yang serasi, terutama karena 
manusia hidup dalam masyarakatnya melalui komunikasi.  
 Relevansinya dengan isu pemarjinalan perempuan dalam berita politik 
terletak pada bagaimana surat kabar menciptakan sebuah brand negatif terhadap 
perempuan. Khalayak pembaca diarahkan untuk mempunyai persepsi yang sama 
dengan brand yang diciptakan media. Penciptaan brand ini berlangsung dalam 
tataran teks, dan usaha untuk “menyelidikinya” dilakukan dengan pendekatan 
wacana, yaitu memaknai berita-berita yang ada secara subjektif. Pemaknaan 
tersebut berlangsung dengan melihat hal-hal yang tersirat dari berita yang 
dianalisis. 
2. Media 
 Seperti yang telah dijelaskan di atas komunikasi massa merupakan salah 
satu elemen penting dalam menyampaikan pesan kepada khalayak melalui 
perantara media. Komunikasi massa pada dasarnya adalah komunikasi melalui 
media massa baik media cetak maupun elektronik (Nurudin, 2003: 2). Seirama 
dengan Nurudin, Pawito memberi definisi komunikasi massa sebagai suatu bentuk 
komunikasi yang melibatkan khalayak luas dan menggunakan teknologi media 
massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi (Pawito, 2008:16). Jadi, 
instrument terpenting dari komunikasi massa adalah media massa itu sendiri.  
 Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengungkap realitas media melalui 
penafsiran makna yang tersirat dari berita yang disampaikan. Hal penting yang 
perlu dicermati ialah konstruksi makna yang dibangun oleh surat kabar melalui 
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 Kurt Lang dan Gladys Engel Lang dalam International Journal of 
Communication (2008) menjelaskan “one of the great achievements of the press 
was to move conversation beyond small talk to “bigger” things, to persons and 
images, as we might say today, that have caught the public’s attention”. Dalam 
hal pers mampu membangun suatu yang kecil menjadi suatu yang besar dan 
menjadi perhatian. Dalam hal ini Jawa Pos membangun wacana tentang posisi 
perempuan dalam pemberitaan. Pengaruh media yang begitu kuatnya terhadap 
masyarakat hingga Morissan (2008: 14) mengatakan jika media merupakan 
organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa produk budaya atau pesan 
yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. Oleh karena 
itu, seperti politik atau ekonomi, media massa menjadi sistem tersendiri yang 
merupakan bagian dari kemasyarakatan yang lebih luas. 
 a. Konstruksi Pesan melalui Berita 
 Di hadapan khalayak, media memiliki kredibilitas dan tanggung jawab serta 
posisi yang tinggi. Alasanya, karena media merupakan corong informasi dan 
masyarakat paercaya media tidak akan pernah salah. Namun, kadang kala apa 
yang dikemukakan media belum sepenuhnya berasal dari kebenaran fakta. Tak 
jarang, berita media lebih condong mengarahkan pada ideologi-ideologi tertentu, 
apapun motifnya. Lantas, bagaimana media membangun pesan yang tidak 
memarjinalkan golongan atau kelmpok tertentu.  
 Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa berita merupakan ujung 
tombak bagi surat kabar dalam menyampaikan pesan kepada pembacanya. Berita 
bermula dari berbagai kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, namun 
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217) memberi definisi berita sebagai adalah laporan yang bermakna tentang 
peristiwa, laporan yang menyangkut pilihan beberapa orang (terutama wartawan) 
yang melakukan pilihan dan memberi nama, menginterpretasikan dan memberi 
bentuk pada kejadian yang diketahui.  Pokok persoalan bagaimana pesan-pesan 
dibentuk dan dikonstruksi dalam sebuah berita hingga sampai ke khalayak 
pembaca. 
 Berangkat dari sana, representasi perempuan menjadi penting dalam berita. 
Hal ini disebabkan makna yang terkandung dalam berita sepenuhnya dikontrol 
oleh media. Bangunan realitas media menentukan posisi perempuan dalam berita. 
Kata lain, konstruksi pesan yang termuat dalam berita ikut mempengaruhi posisi 
perempuan di masyarakat. DeFleur dan Ball-Rokeach mengatakan melalui narasi, 
proposisi, di sisi lain, dalam cakupan yang lebih besar, media bisa mempengaruhi 
bahasa dan makna, diantaranya mengembangkan  kata-kata baru beserta makna 
asosiatifnya, menggeser, memperluas, mempersempit, atau menyerderhanakan 
makna (dalam Mursito, 2006: 115). Jadi, dalam kajian ini, media melalui 
beritanya mengkonstruksi dan menciptakan makna terhadap suatu kelompok atau 
golongan.  
 b. Bias Gender dalam Pesan Media 
 Istilah gender dalam khasanah bahasa Indonesia, diadopsi dari bahasa 
Inggris yang berarti ‘jenis kelamin’. Membedah konsep gender tidak terlepas dari 
aspek sosial dan budaya masyarakat. Dalam konsep sosial-budaya gender 
mengarahkan kita pada adanya fungsi, peran (role), dan kedudukan (status) laki-
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and Society memberi makna gender sebagai perbedaan jenis kelamin yang bukan 
biologis dan bukan kodrat Tuhan (dalam Mansour Fakih, 2008:171).  
 Sejalan dengan Oakley, Macionis juga memberi gambaran yang sama 
tentang konsep gender yaitu perbedaan psikologis, sosial dan budaya antara laki-
laki dan perempuan (Kamanto Sunarto, 2000: 127). Isu gender bukanlah sesuatu 
hal yang baru. Gender telah ada sejak manusia lahir dan kajian perihal konsep 
gender merupakan studi yang banyak memfokuskan isu-isu pada seputar 
persoalan perempuan secara kultural. Berdasarkan banyak studi yang dilakukan 
dengan menggunakan analisis gender di masyarakat selama ini menunjukan 
bahwa banyak manifestasi ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. 
 Sita Van Bammelen (1992), dalam penelitiannya tentang iklan-iklan di 
Barat membuktikan bahwa perempuan digambarkan secara seragam, yaitu tempat 
perempuan ada di rumah, tergantung pria, diperlihatkan dalam sedikit profesi, dan 
ditampilkan dalam objek seksual. Pendek kata, perempuan banyak digambarkan 
dalam stereotype tradisional yang cenderung merendahkan posisi perempuan di 
hadapan laki-laki (dalam Rendra Widyatama, 2009: 42-43). Dalam konsep sosial-
budaya gender mengarahkan kita pada adanya fungsi, peran (role), dan kedudukan 
(status) laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Fungsi, peran, dan kedudukan 
laki-laki dan perempuan dikonstruksi oleh masyarakat, sehingga definisi gender 
belum tentu sama antara tempat-tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari 
waktu ke waktu.  
 Berhubungan dengan peran dan kekudukan, Soekanto mendefinisikan peran 
sebagai aspek dinamis dari sebuah kedudukan. Lebih lanjut ia mengatakan 
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pada batas-batas tertentu sehingga dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang 
lain (Soerjono Soekanto, 2005:243).  
 Maggie Humm dalam Kasiyan (2008: 26) juga memberi pengertian tentang 
istilah gender. Dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Feminisme, Humm 
mendefinisikan gender sebagai suatu kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk 
secara cultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Jadi, gender bukanlah 
suatu konsep yang membedakan laki-laki dan perempuan secara lahiriah atau 
biologis tapi suatu hasil yang telah dikonstruksi oleh nilai-nilai sosial-budaya 
masyarakat.  
 Oleh karenanya gender berkaitan erat dengan proses keyakinan bagaimana 
seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata 
nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. 
Dengan demikian gender dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung 
jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk dan dikonstruksi oleh sosial 
budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Menurut Julia Cleves 
Mosses secara mendasar gender berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jenis 
kelamin biologis merupakan pemberian (given), yakni kita dilahirkan sebagai 
seorang laki-laki atau perempuan. Akan tetapi jalan menjadikan kita feminisme 
atau maskulin (dalam Kasiyan 2008: 29).  
 Senada dengan Mosses, Riant Nugroho memberi gambaran tentang konsep 
gender keterkaitannya dengan feminisme dan maskulinitas. Nugroho 
menyebutkan feminis dipakai untuk mewakili sifat dan karakteristik yang dimiliki 
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Menurut asal katanya feminis berasal dari bahasa latin, yaitu femina yang berarti 
memiliki sifat perempuan (Riant Nugroho, 2008: 9).  
 Teori sosial yang kini dijumpai banyak melihat pengertian  konsep gender 
dari sudut pandang feminis dan maskulin.  Feminis dan maskulin adalah dua kata 
yang selalu bertolak belakang. Dallinger dan Kilgalen merumuskan bahwa 
perbedaan sifat antara feminis dan maskulin adalah sesuatu hal yang kontradiktif. 
Dallinger dan Kilgalen berpendapat “To be masculine is to be strong, ambitious, 
successful, rational, and emotionally controlled. To be feminine is to be attractive, 
deferential, unaggressive, emotional, nurturing, and concerned with people and 
relationships (Dallinger dan Kilgalen dalam Wood, 2000: 22). 
 Dalam penelitian ini yang menjadi titik berat lebih kepada teori-teori gender 
yang berkaitan dengan feminimitas dan tidak terlalu memberi porsi lebih pada hal-
hal yang berkaitan dengan maskulinitas. Berbicara tentang feminisme, Mansour 
Fakih dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial membedakan 
gerakan feminisme menjadi dua aliran besar yakni aliran status quo atau 
fungsionalisme dan aliran konflik. Namun, pada buku yang sama  Mansour Fakih 
mengutip pendapat Rosemarie Tong (1989) yang menjelaskan ragam usaha 
feminis ke dalam beberapa aliran diantaranya Feminisme Liberal, Feminisme 
Radikal, Feminisme Marxis, Feminisme Sosialis, dan Eco-feminis (Mansour 
Fakih, 2008: 78-79). 
 Lebih jauh Fakih menjelaskan bahwa gerakan feminisme mulanya berangkat 
dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, 
serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut (Mansour Fakih, 













































commit to user 
 18
ketimpangan posisi perempuan dibanding dengan laki-laki di masyarakat. 
Lengermann dan Niebrugge-Brantley menggemukaan bahwa khusus untuk 
pemikiran feminis, pandangan sosial terhadap perempuan telah ada sejak tahun 
1600 M dan merupakan landasan bagi pemikiran feminis masa kini (dalam 
Sunarto, 2000 : 122).  
 Pendapat lain yang mengemukakan perihal feminisme adalah Kamla Bhasin 
dan Nighat Said Khan (1993: 8) yang mengatakan feminisme pada hakikatnya 
adalah gerakan untuk mencapai kesederajatan atau kesetaraan harkat serta 
kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, 
baik di dalam maupun di luar rumah. Berbeda dengan gender, seks merupakan 
kodrat yang sudah ditentukan sejak lahir yaitu berupa perbedaan jenis kelamin. 
Jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-laki telah menjadi ketentuan 
yang tidak bisa diganggu gugat. Berbicara tentang perempuan dan laki-laki tidak 
bisa dilepaskan dari sifat dasar mereka. Perempuan sering diidentikan dengan kata 
lembut, perasa, dan sopan sedangkan laki-laki bersifat kuat, angkuh, tidak sopan.  
 Burhan Bungin berpendapat seks dalam masyarakat selalu digambarkan 
sebagai kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Bungin menerangkan jika dalam 
masyarakat patriarki seks merupakan bagian yang dominan dalam hubungan laki-
laki dan perempuan, dan selalu menempatkan perempuan sebagai subordinasi 
(Burhan Bungin, 2008: 114). Berangkat dari argumen ini, Penelope Brown dalam 
Graddol dan Swann (1989: 145) mengatakan perempuan lebih banyak 
menggunakan indikator-indikator kesopanan dibanding laki-laki, dan mereka juga 
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 Dengan demikian perbedaan gender dan jenis kelamin (sex) dapat berubah, 
dapat dipertukarkan, tergantung waktu, budaya setempat dan bukan merupakan 
kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia. Lain halnya dengan seks yang tidak 
dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku 
dimana saja, tidak dapat dimanipulasi dan dikonstruksi oleh pengaruh apapun. 
Secara biologis dan sifatnya kotratiah, perempuan memang berbeda dengan laki-
laki. Perbedaan ini berimbas pada peran dan tugas reproduksi antara mereka 
dalam ranah publik. Perbedaan makin meruncing  tatkala peran masing-masing 
dibedakan dari segi kotriahnya. Perempuan mampu berperan dalam proses-proses 
reproduksi seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, 
sedangkan laki-laki tidak. Persoalan timbul ketika orang-orang mulai 
membahasnya tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut secara 
psikologis (Kasiyan, 2008: 32).  
 Selain marjinalisasi, isu subordinasi adalah pil pahit yang juga harus ditelan 
kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara, banyak 
kebijakan dibuat tanpa 'menganggap penting' kaum perempuan. Misalnya, 
anggapan “perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-
tinggi", adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan (Mansour Fakih, 2008: 
172).  
 Selain itu, isu stereotype (pelabelan negatif) terhadap perempuan  juga patut 
untuk dikritisi. Stereotype tidak lepas kaitannya dengan seks dan gender, yaitu 
suatu konsep sosial yang berhubungan dengan pembedaan (distinction) karakter 
psikologi dan fungsi sosial antara perempuan dan laki-laki yang dikaitkan dengan 
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percaya pada mitos bahwa laki-laki berada di wilayah kiri (aktif, berkuasa, 
beradab, rasional, cerdas, dan memiliki jiwa kepemimpinan) sedangkan 
perempuan di wilayah kanan (pasif, dekat dengan alam, emosional, kurang cerdas, 
lemah, dan tidak mampu memimpin).  
 Dalam masyarakat banyak sekali stereotype yang ditujukan pada kaum 
perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan 
merugikan kaum perempuan (Mansour Fakih, 2008: 173). Stereotype muncul 
karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah, 
setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai ‘tambahan’ 
dan oleh karenanya perempuan dibayar lebih rendah dibanding dengan laki-laki. 
 Menilik berbagai ketimpangan posisi antara laki-laki dan perempuan faktor 
penyebab kesenjangan gender tidak lain disebabkan oleh tata nilai sosial budaya 
yang dianut oleh suatu masyarakat. Umumnya sistem yang  mengutamakan laki-
laki daripada perempuan (ideologi patriarki) begitu kuat tertanam dalam 
masyarakat. Suatu tatanan sosial dimana patriarki berakar kuat di masyarakat, 
secara turun-temurun diwariskan melalui budaya, adat-istiadat, dan norma-norma 
maka peran sosial perempuan menjadi terpinggirkan.  
 Mengingat perempuan selalu terpojokan melalui isu-su gender, maka dalam 
penelitian ini penulis mengaitkan perempuan dengan media, khususnya media 
cetak (surat kabar). Fokusnya, bagaimana surat kabar dengan berita-beritanya 
memunculkan sosok perempuan. Hal ini penting karena media dengan slogan 
independensinya masih cenderung mengusung berita-berita yang bias gender. 
Ashadi Siregar, dkk (1999: 374) mengatakan berita (news), teks atau diskursus 
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netral-otonom pada dirinya. Ia menjadi realitas baru yakni realitas yang sudah 
dipermak oleh rangkaian corak penyensoran yang tidak hanya muncul dari luar 
media, tapi juga bersemi di rahim pembuat berita tu sendiri. Artinya, berita masih 
mengandung wacana yang tersembunyi dan patut untuk dianalisis. Konstruksi 
pesan yang bias gender melalui berita di harian Jawa Pos merupakan pokok kajian 
penulis dalam penelitian ini.  
 c. Perempuan dalam Ranah Politik 
 Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan 
politik pada galibnya adalah membicarakan negara, karena teori politik 
membicarakan negara sebagai lembaga pollitik yang mempengaruhi hidup 
masyarakat. Politik dalam bahasa Arabnya disebut “Siyasyah” atau dalam bahasa 
Inggrisnya “politics”. Politik itu sendiri berarti cerdik atau bijaksana (Inu Kencana 
Syafiie, 1997:18).  
 Menyinggung pengertian politik dari Aristoteles, sebagai salah seorang yang 
dikenal sebagai peletak dasar ilmu politik Aristoteles berargumen bahwa aspek 
penting dari politik adalah adanya otoritas atau pemerintah. Ia merumuskan bahwa 
politik adalah badan yang paling berkuasa dan paling inklusif dan konstitusi atau 
‘polity’ sebagai organisasi sebuah kota (Robert Dahl: 1985:12). Walaupun definisi 
politik menurut Aristoteres masih dalam lingkup yang sempit yaitu dalam negara 
kota, namun makna yang ingin dijelaskan dalam setiap kata mengandung hal-hal 
dasar yang digunakan pada saat ini.  
 Menurut asal katanya Robert Dahl memberi definisi politik sebagai 
hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul 
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makna politik dipersempit lagi dengan orientasi hanya pada sebuah kekuasaan. 
Jika ditilik lebih dalam lagi  ruang lingkup ilmu politik berkembang semakin luas 
mencakup kebijakan pemerintah, politik ekonomi, pembangunan politik, sosiologi 
politik, komputerisasi politik, perimbangan politik, filsafat politik dan psikologi 
politik dalam penguasaan massa.  
 Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-
macam kegiatan dalam suatu sistem politik suatu negara yang menyangkut proses 
penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dari 
uraian tentang definisi politik di atas Miriam Budiardjo (2002: 9) menyimpulkan 
beberapa konsep-konsep pokok dari politik itu sendiri diantaranya, 1) Negara 
(state), 2) Kekuasaan (power), 3) Pengambilan keputusan (decision making), 4) 
Kebijakan (policy), 5) Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).  
 Dalam kajian ini yang menjadi pokok persoalan adalah bagian terkhir dari 
unsur-unsur politik di atas yaitu pembagian (distribution). Pembagian yang 
dimaksud adalah pembagian kesempatan terutama dalam hal yang menyangkut 
kebijakan (policy) dan pengambilan keputusan (decition making). Minimnya 
pembagian kesempatan ini memicu rendahnya partisipasi politik perempuan.  
 Selain itu, Dye dan Zeigler (1986) mengidentifikasi fungsi politis media 
massa. Fungsi tersebut meliputi lima hal pokok, yaitu (a) fungsi pemberitaan, (b) 
fungsi interpretasi, (c) fungsi sosialisasi, (d) persuasi, dan (e) fungsi 
pengagendaan isu (dalam Pawito, 2009: 95). Berdasar fungsi di atas maka dapat 
ditarik benang merah dalam hal ini media massa melakukan fungsi pemberitaan. 
Namun, yang lebih penting dalam kajian ini ialah fungsi pengagendaan isu. Isu 
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khususnya bidang politik. Menurut data yang dirilis pada tahun 1995 oleh 
Newsweek, diseluruh dunia pada tahun 1988 hanya 14.8% kursi DPR yang 
diduduki oleh perempuan. Persentase ini melorot di tahun 1995 menjadi 11.3 %. 
Swedia merupakan Negara yang DPR-nya paling banyak menampung perempuan 
(40.4%) sedangkan Kuwait sama sekali tidak mempunyai anggota DPR yang 
perempuan (Noami Wolf, 1999: 488). 
 Partisipasi politik merupakan salah satu prasyarat terlaksananya demokrasi. 
Karena tidak ada demokrasi yang sesungguhnya jika masih terdapat pengingkaran 
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga ‘tersingkirnya’ perempuan 
dari gelanggang politik. Kehidupan demokrasi yang sejati adalah kehidupan 
dimana semua anggota masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk 
bersuara dan didengar. Peran politik sangat penting untuk mendorong kebijakan 
yang berkeadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan kehidupan perempuan. 
Sementara melalui kebijakan, hukum dapat berlaku melindungi kepentingan kaum 
perempuan dari berbagai bentuk kekerasan baik domestik maupun publik.  
 Dengan masuknya perempuan dalam ranah politik diharapkan dapat 
memberikan pengaruh terhadap produk-produk kebijakan yang dihasilkan, 
khususnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak perempuan baik secara 
politik maupun secara kemanusian. Karena pada dasarnya hak politik perempuan 
dalam arti luas adalah bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari hak azasi 
manusia, dan sebaliknya. 
3. Wacana Media 
 Kata wacana adalah salah satu kata yang banyak disebut saat ini. Pemakaian 
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mengenai wacana tersebut. Hawthorn dalam Eriyanto (2008:2) mengartikan 
wacana sebagai komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai sebuah pertukaran 
di antara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal dimana 
bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya.  Jika merujuk dari kata asalnya, 
istilah wacana sekarang ini dipakai sebagai terjemahan dari perkataan bahasa 
Inggris  discourse.  Kata wacana dalam bahasa Inggris disebut discourse berasal 
dari bahasa latin discursus yang berarti “lari kian kemari” yang diturunkan dari 
‘dis‘ yang berarti “dari dalam arah yang berbeda” dan ‘cure’ yang berati ‘lari’ 
(Alex Sobur, 2006:11).  
 Berdasarkan level konseptual teoritis, wacana diartikan sebagai domain 
umum dari semua pernyataan, yaitu semua ujaran atau teks yang mempunyai 
makna dan mempunyai efek dalam dunia nyata. Hal ini senada dengan pendapat 
Goris Keraf yang menjelaskan wacana dari dua sudut yang berlainan. Pertama 
dari sudut bentuk bahasa dan kedua dari sudut tujuan umum sebuah karangan 
yang utuh atau sebagai bentuk sebuah komposisi (dalam Alex Sobur, 2006:11). 
 Lebih jauh lagi Sobur menjelaskan beberapa karakteristik dari sebuah 
wacana, yaitu: 
1. Komunikasi pikiran dengan kata-kata, ekspresi, ide-ide atau gagasan-
 gagasan, konversi atau percakapan. 
2. Komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu subjek studi pokok 
 telaah. 
3. Risalah tulis disertai formal, ceramah, kotbah (Alex Sobur, 2006: 9-10).  
 Dari analisa tentang definisi wacana di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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kunci (key word) dalam menganalisis sebuah wacana. Bahasa menurut Mulyana 
diartikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan 
simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas (Deddy 
Mulyana, 2005: 237).  
 Karena wacana merupakan teks yang dilingkupi oleh konteks maka untuk 
memahami isi wacana tersebut perlu dilakukan analisis wacana (teks dan 
konteks). Analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam 
konteks, teks dan situasi melalui interpretasi semantik (Djojosuroto, 2007: 453). 
Untuk memahami perkembangan analisis wacana dalam ilmu komunikasi terlebih 
dahulu mencari garis singgung antara teori wacana (theories of discourse) dan 
teori komunikasi (theories of communications). Hal demikian dikarenakan 
berbicara analisis wacana dalam ilmu komunikasi tidak dapat dilepaskan dari 
perbincangan tentang pengaruh teori wacana terhadap teori komunikasi.  
 Guy Cook (dalam Eriyanto, 2008: 8-13) menyebut ada tiga hal sentral dalam 
pengertian analisis wacana, yaitu teks, konteks dan wacana. Teks adalah semua 
bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak dilembar kertas tetapi juga 
semua jenis ekspresi komunikasi sperti ucapan, musik, gambar dan lain 
sebagainya. Konteks memasukan semua situasi dan hal yang berada di luar teks 
dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi di 
mana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. 
Wacana dimaknai sebagai teks dan konteks bersama-sama. Titik perhatian dari 
analisis wacana dalah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama 
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 Disinilah poin penting dari analisis wacana korelasinya dengan komunikasi 
dalam media massa, khususnya pemberitaan surat kabar. Media dalam melakukan 
fungsi-fungsinya selalu menggunakan bahasa sebagai ‘senjata’ utama. 
Penggunaan bahasa terlihat pada setiap kata atau kalimat (teks) dalam berita yang 
disajikan surat kabar. Bahasa dalam pemberitaan kadang kala mengarahkan 
pembaca pada tujuan dan maksud tertentu. Konstruksi bahasa ini yang akan 
menjadi entri point penulis dalam melakukan penelitian. Dengan kata lain, 
melalui bahasa media mewacanakan sesuatu hal terkait isu-isu yang faktual 
dengan intervensi atau pengaruh kepentingan tertentu.    
F.  Kerangka Konseptual 
 Kerangka konseptual merupakan istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan secara abstrak, kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 
menjadi pusat perhatian ilmu sosial. 
1. Perempuan dalam Politik  
 Minimnya partisipasi perempuan dalam ranah politik menjadi alasan 
pentingnya mengkaji wacana media.  Wacana yang dibangun oleh sebuah media 
membawa andil yang besar atas keberadaan dan posisi suatu kelompok. Surat 
kabar sebagai media informasi juga berperan dalam menentukan ‘nasib’ 
perempuan. Melalui sistem keredaksionalan sebuah media, posisi tadi dibentuk 
dan diarahkan pada tujuan tertentu. Tujuan ini dipengaruhi juga atas visi dan misi 
media yang bersangkutan. 
 Terlepas dari sengaja atau tidak ada kecenderungan media membatasi gerak 
perempuan dalam politik. Kehadiran perempuan diarahkan untuk pasif dalam 
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politik salah satunya disebabkan oleh banyaknya wartawan yang memposisikan 
objek berita dari cara pandang laki-laki. Pada akhirnya, hal terkait dengan isu-isu 
gender dan diskriminasi atas jenis kelamin tertentu kian kuat dipengaruhi oleh 
sistem patriarki. Wacana media dalam mengagendakan pemberitaan bias gender  
inilah yang menjadi titik tekan dalam penelitian ini.  
2. Media  
 Media dalam kajian ini mengarah pada instrument ideologi. Artinya, media 
menyebarkan pengaruh dan dominasi dari satu kelompok ke kelompok lain. Hal 
ini sejalan dengan pernyataan Marshall McLuhan dalam bukunya Understanding 
Media (dalam Nurudin, 2008: 51) yang mengatakan media sebagai the Extension 
of Man (media itu perluasan manusia). Dengan kata lain, media menjadi 
‘kepanjangan’ tangan manusia, apa yang menjadi keinginan, cita-cita, dan tujuan 
seseorang bisa diperluas oleh media. Relevansinya dengan kajian dalam penelitian 
ini, terletak pada bagaimana media digunakan untuk kepentingan tertentu dari 
sekelompok atau pihak-pihak tertentu.  
 Senada dengan McLuhan, Sunarto (2000: 28) mendefinisikan media sebagai 
suatu agen sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap perilaku khalayaknya. 
Penilaian ini bukan tanpa alasan, karena media dalam hal ini bukanlah ranah yang 
netral dimana berbagai kepentingan dan pemaknaaan dari berbagai kelompok 
akan mendapat perlakuan yang sama dan seimbang.  
 Pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat peran media dalam 
mengagendakan wacana ialah studi institusional. Pendekatan ini berfokus pada 
kontrol atribut yang menjadi karakteristik organisasi media yang besar. 
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organisasi dan menjaga keseluruhan struktur (Ziauddin Sardar, 2008: 52). Dengan 
kata lain, isi dan keluaran media dijelaskan sebagai hasil dari interaksi di antara 
berbagai bagian dalam media, seperti bagian peliputan, penyuntingan, dan 
publikasi. Berita yang bias gender cenderung muncul ketika kontrol yang 
dilakukan media dipengaruhi oleh laki-laki. Sebagai contoh adalah jumlah 
wartawan yang kebanyakan laki-laki, editor laki-laki, maupun bagian lain yang 
terkait sistem keredaksionalan yang dikuasai laki-laki. Akhirnya berita yang 
sampai ke khalayak adalah berita-berita berdasarkan perspektif laki-laki. 
 Media justru bisa menjadi subjek yang merekonstruksi realitas berdasar 
penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan kepada khalayak. Ramaprasad 
(2003) dalam International Journal of Communication (Maureen Taylor, 2008: 3) 
mengatakan media sebagai: “organizations, the second group, are also crucial to 
the development of civil society. Media organizations that are independent of 
political influence perform an important function in civil society”. Dengan kata 
lain media mempunyai peran dalam tata kelola masyarakat. Media juga 
mempunyai peluang lebih besar untuk mempengaruhi hal-hal penting dalam 
sebuah masyarakat. 
 Namun, di sisi lain Stuart Hall memaparkan jika hanya kelompok dan 
ideologi dominanlah yang biasanya berperan dalam berbagai penafsiran (dalam 
Agus Sudibyo, 2001:55). Kaitannya dengan kelompok perempuan dalam berita, 
melalui beritanya, surat kabar merekonstruksi sebuah bangunan wacana terhadap 
fungsi dan peran perempuan. Hingga, kadang fungsi dan peran mereka tidak 
sejalan dengan realitas sebenarnya. Aspek terpenting dari wacana media melalui 
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membentuk perubahan fungsi dalan tataran masyarakat, khususnya khalayak 
pembaca. Artinya, media mencoba mengubah persepsi khalayak pembaca melalui 
berbagai strategi.     
3. Wacana 
 Wacana adalah satuan bahasa yang utuh dan lengkap. Maksudnya dalam 
wacana ini satuan ‘ide’ atau ‘pesan’ yang disampaikan akan dapat dipahami oleh 
pendengar atau pembaca tanpa keraguan atau tanpa merasa adanya kekurangan 
informasi dari ide atau pesan yang tertuang dalam wacana itu (Abdul Chaer, 1994: 
273). Untuk menjelaskan perihal wacana media, hal yang menjadi diperhatikan 
adalah konsumsi teks. Bagaimana publik atau khalayak menafsirkan teks-teks 
yang tersaji dalam media. Dan, pada dasarnya asumsi khalayak ditentukan oleh 
media. Pawito (2008: 170) menjelaskan analisis wacana adalah suatu cara atau 
metode untuk mengkaji wacana (discourse) yang terdapat atau terkandung di 
dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual.  
 Wacana dalam ranah umum diartikan sebagai sebuah pernyataan yang 
terdiri ujaran atau teks yang berimplikasi pada dunia nyata. Sementara dalam 
ranah penggunaanya wacana berarti sekumpulan pernyataan yang dapat 
dikelompokan ke dalam kategori konseptual tertentu. Istilah wacana dipergunakan 
untuk mencakup tidak hanya percakapan atau obrolan, tetapi juga menyangkut 
pembicaraan umum, tulisan, maupun upaya-upaya formal baik dalam bentuk 
sandiwara maupun lakon serta berita-berita dalam media massa. 
 Berita merupakan hal pokok dalam sebuah media. Karakter media dapat 
dilihat dari pemberitaannya, dengan kata lain wacana yang dibangun oleh media 
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(redaksi) yang sebelumnya diolah melalui proses jurnalistik oleh wartawan. Berita 
biasanya adalah fenomena-fenomena yang faktual di masyarakat. Berita  
merupakan hasil dari pelaporan atas suatu kejadian atau realitas di masyarakat. 
Realitas itu kemudian dikonstruksikan dalam perspektif masyarakat (melalui 
tulisan) untuk kemudian dimuat di surat kabar. Penelitian ini hanya terfokus pada 
berita Caleg, khususnya tentang marjinalisasi perempuan di bidang politik.  
G. Kerangka Berpikir 












H.  Metodelogi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif menurut Strauss dan Colbin (1997: 11-13) merupakan jenis penelitian 
yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) 
Berita-berita harian Jawa Pos  
Periode 1 Maret – 30 April 2009 
Analisis Wacana 
Posisi Aktor (subjek-objek) 
Sara Mills 
Pasivasi Aktor 
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dengan mengggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. 
Dalam penelitian kulitatif ini penulis memfokuskan pada metode yang sifatnya 
deskriptif kualitatif.   
Deskriptif atau pemaparan mengandung makna sebagai prosedur pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek 
atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 
atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 2007: 67). Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu dalam 
hal ini adalah marjinalisasi politik perempuan dalam media massa cetak. 
Penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesa, namun hanya sekedar 
menggambarkan persoalan yang terjadi dengan menyuguhkan fakta-fakta beserta 
data-data tentang masalah yang diteliti.  
2. Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah berita-berita yang dimuat dalam harian 
Jawa Pos periode 1 Maret-30 April 2009. Fokus obyek berita terkait marjinalisasi 
perempuan, khususnya berita politik perempuan. Penentuan periode tersebut 
karena pada periode tersebut merupakan masa kampanye Caleg tahun 2009. Berita 
(berjumlah 21 berita) yang digunakan sebagai objek data dipilih karena berkaitan 
dengan perempuan khususnya berita politik perempuan dalam kampanye Caleg.  
3. Sumber Data dan Teknik Pengambilan Sampel 
 Dalam penelitian sumber data yang menjadi acuan penulis terdiri dari dua 
macam. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data dokumen. 
Selanjutnya, peneliti akan mengamati dokumen (berupa berita-berita) yang 
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data sekunder ini dimaksudkan untuk mendukung sumber data utama. Data 
sekunder yang menjadi acuan penulis adalah buku-buku, internet, jurnal ilmiah 
maupun referensi-referensi lain yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat. 
 Adapun teknik pengambilan sampel berdasar purposive sampling, dimana 
sampel diperoleh berdasarkan tujuan penelitian. Dari total 30 berita tentang 
perempuan dalam harian Jawa Pos periode 1 Maret-30 April 2009 penulis 
memilih 21 berita. Berita yang berjumlah 21 menyinggung perempuan dalam 
ranah politik. 
 Selain teknik pengambilan sampel berdasar tujuan penelitian (purposive 
sampling), metode lain yang digunakan peneliti berupa maximum variation 
sampling. Teknik maximum variation sampling masih merupakan bagian dari 
purposive sampling dan terkait teknik ini, Pawito (2008: 91) menjelaskan jika 
teknik ini mementingkan elemen keragaman dan keluasan objek dalam suatu 
populasi. Artinya, pemilihan berita-berita yang dijadikan objek analisis dalam 
penelitian ini lebih berdasarkan pertimbangan keluasan dan keragaman elemen-
elemen yang terkait dengan frame timing penelitian. Dengan kata lain, berita 
dipilih berdasarkan masa sebelum dan sesudah kampanye sehingga berita tentang 
perempuan politik lebih variatif.  
4. Teknik Analisis Data 
 Pada dasarnya, analisis data dalam penelitian komunikasi kualitatif 
mengarahkan peneliti memasuki tingkat abstraksi yang lebih tinggi, yakni 
mencoba mengemukakan penjelasan-penjelasan mengenai hubungan-hubungan 
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penelitian merupakan hal yang harus dipenuhi. Karena keberadaan sebuah data 
akan menunjang keberhasilan sebuah penelitian.  
 Penelitian tanpa data tidak lebih dari sekedar asumsi yang tidak memiliki 
dasar kuat untuk dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu sebelum maupun dalam 
proses melakukan penelitian maka peneliti diharuskan untuk mengumpulkan data. 
Pengumpulan data dilakukan dengan memilih berita terkait dengan berita-berita 
politik perempuan. Dalam hal ini peneliti mendapatkan 28 berita tentang politik 
perempuan.  
 Miles dan Huberman dalam Pawito (2008:104) menawarkan satu teknik 
analisis data yang disebut analisis interaktif. Penelitian ini merujuk pada teknik 
analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman di atas. Prosesnya terdiri 
dari tiga bagian yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 
dan penarikan dan pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions). 
Ketiga bagian dalam analisis interaktif merupakan satu kesatuan yang saling 
terkait. 
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 Setelah pengumpulan data, yaitu sebagaimana yang dijelaskan di atas, 
langkah selanjutnya ialah reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan memilih berita-berita berdasarkan pada pengkategorian konsep 
marjinalisasi, yaitu posisi aktor, pasivasi, pengingkaran. Hal ini bertujuan untuk 
melihat bagaimana perempuan ditampilkan dalam sebuah berita. Setelah 
dilakukan reduksi data, berita yang siap untuk disajikan dan dianalisis berjumlah 
21 berita. 
Langkah selanjutnya dari analisis interaktif model Miles dan Huberman 
adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan berita-
berita yang merupakan hasil reduksi data, yaitu berjumlah 21 berita. Tahap 
selanjutnya ialah menganalisis berita menggunakan analisa data kualitatif dengan 
menggunakan metode analisis wacana.  
Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data dengan melihat bagaimana 
wacana marjinalisasi perempuan muncul dalam teks berita  pada 21 berita yang 
dipilih melalui tiga pendekatan, yaitu posisi aktor, pasivasi, pengingkaran. Dalam 
tahap ini, peneliti melakukan penggalian yang mendalam terhadap teks berita 
berdasar ketiga kriteria yang ada. Dengan kata lain, peneliti melakukan melihat 
wacana marjinalisasi secara detail dalam teks berita. Selain melihat detail dalam 
setiap teks berita, peneliti menemukan banyak variasi dari tiga pendekatan dalam 
analisis data ini. 
Tahap akhir dari analisis interaktif Miles dan Huberman  adalah proses 
penarikan kesimpulan. Bagian ini peneliti memberikan pandangan atau hasil akhir 
terhadap konsep marjinalisasi politik perempuan dalam teks berita. Pandangan 
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kata lain, bagian kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan tentang 
bagaimana posisi perempuan dalam berita-berita di harian Jawa Pos. 
5. Validitas Data 
 Validitas atau keabsahan data merupakan bentuk batasan berkaitan dengan 
suatu kepastian bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin 
diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data ganda 
atau yang disebut triangulasi (Patton, 2006: 98). Proses triangulasi merupakan 
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 
Denzin (1978) membedakan empat macam teknik triangulasi diantaranya dengan 
memanfaatkan penggunaan sumber/data, metode, penyidik (investigator) dan teori 
(dalam Patton, 2006: 99).  
 Dalam penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti 
hanya menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber/data. 
Teknik triangulasi sumber/data dalam penelitian ini menggunakan berbagai 
sumber data berupa dokumen, yaitu 21 berita harian Jawa Pos. Pemilihan berita 
sesuai dengan strategi marjinalisasi (posisi aktor, pasivasi, pengingkaran) yang 
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BAB II 
DESKRIPSI  HARIAN JAWA POS 
 
A. Sejarah Harian Jawa Pos 
 Harian Jawa Pos merupakan harian pagi yang terbit di Surabaya, Jawa 
Timur dan sekitarnya. Didirikan pada tanggal 1 Juli 1949 oleh Penerbit Perseroan 
Terbatas Perusahaan dan Penerbitan Java Pos yang dipimpin oleh The Chung 
Shen alias Soeseno Tedjo, seorang warga negara Indonesia (WNI) keturunan 
kelahiran pulau Bangka, Sumatera Selatan. The Chung Sheng sendiri awalnya 
hanyalah seorang pegawai yang bekerja pada bagian iklan di sebuah bioskop 
(http://id.wikipedia.org/wiki/jawa_pos). Aktifitasnya yang setiap hari disibukkan 
dengan dengan memasang iklan bioskop di surat kabar, membuatnya tertarik 
untuk mendirikan surat kabar sendiri.  
 Nama Jawa Pos sempat mengalami perubahan ejaan dan tulisan yakni pada 
Java Post (1949-1954), Djawa Post (1954-1957), berganti lagi menjadi Djawa Pos 
(1957-1960). Pergantian nama menjadi Jawa Pos  berlangsung sejak 1960 hingga 
sekarang (www.jawapos.co.id/profile/index.php). Salah satu ciri khas tulisan 
dalam Jawa Pos dari terbitan pertamanya adalah cenderung kritis dan tanpa basa-
basi. Hal ini dipengaruhi oleh kepemimpinan Goh Tjing Hok, seorang republikan 
yang kerap beroposisi dengan pemerintah dan menjadi pemimpin redaksi pertama 
selama periode 1949-1955. Goh Tjing Hok sendiri menyadari bahwa kondisi 
kemerdekaan yang relatif masih bayi harus dipertahankan sekuat-kuatnya dari 
pengaruh ancaman pendudukan kembali kolonial Belanda. 
 Usaha gigih dan tak kenal menyerah yang dilakukan oleh The Chung Sheng 
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membuatnya mendapat predikat sebagai “Raja Surat Kabar” dikarenakan dia 
mendirikan dua Surat Kabar lainnya. Pertama adalah koran berbahasa Mandarin 
dengan nama “Chiau Shin Bun”. Kedua adalah “De Vrije Pers”, adalah koran 
berbahasa Belanda.  Keberadaan dua koran yang disebutkan terakhir yang terbit di 
tahun 1950-an dimaksudkan untuk menjangkau khalayak tertentu yang lebih luas 
lagi, khususnya warga negara Indonesia keturunan maupun para intelektual yang 
bisa berbahasa Belanda. 
 Sayangnya pasca tragedi Gerakan Tiga Puluh September 1965 dan 
bergantinya sistem pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, surat kabar 
berbahasa Mandarin “Chiau Shin Bun” harus mengalami pembredelan atau 
dilarang terbit di masa pemerintahan Soeharto. Tidak hanya surat kabar, apa saja 
yang berbau Tionghoa harus mengalami nasib sama. Bahasa maupun simbol-
simbol Tionghoa tidak diperbolehkan untuk dipergunakan. Simbol-simbol 
Tionghoa yang notabene berasal kebudayaan China diasosiasikan sebagai 
komunis, karena China sendiri adalah negara yang berideologi komunis.  
 Sementara nasib “De Vrije Pers”, koran yang dibeli oleh PT Java Post 
Consern Ltd dari Vitgevers Maatschappij De Vrije Pers berkembang menjadi 
koran berbahasa Inggris dengan nama The Daily News. Di masa pemerintahan 
Soekarno koran ini sempat mengalami pembredelan bersamaan dengan 
dikeluarkannya Tri Komando Rakyat atau yang disingkat Trikora. Trikota sendiri 
merupakan titah Presiden Bung Karno dalam rangka merebut kembali Irian Barat 
dari Belanda. Di antara ketiga koran yang pernah dimiliki oleh Cheng Sen hanya 
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 Keluar dari ancaman pendudukan, Goh Tjing Hok masih sering medapatkan 
teguran karena tulisan-tulisannya di Jawa Pos. Salah satunya pada tahun 1951 
Goh Tjing Hok masuk penjara selama enam bulan karena tuduhan membocorkan 
rahasia negara lewat berita tentang rancangan kebijakan kabinet Soekiman-
Soewirjo untuk mematikan Partai Komunis Indonesia. Selepas, Goh Tjing Hok, 
pemimpin redaksi berada di bawah kuasa Thio Oen Sik alias Setyono selama 
periode 1955-1982.  
 Pola pemberitaan yang kritis dari Jawa Pos, menyebabkan Partai Komunis 
Indonesia saat itu merasa gerah karena sering dipojokan posisinya di tengah 
masyarakat. Merasa perlu untuk menandingi Jawa Pos, PKI kemudian secara 
resmi menerbitkan surat kabar Djawa Timoer yang dipimpin oleh Djoeki A.Azis. 
Lewat pemberitaannya, Djawa Timoer balas memuat tulisan yang menyerang 
Jawa Pos. Tidak hanya itu, Pimpinan Redaksi Jawa Pos, Setyono merasa perlu 
meminta perlindungan dari PWI Surabaya akibat ancaman terhadap dirinya. 
Selanjutnya oleh PWI, Setyono dianjurkan untuk mengundurkan diri sementara 
dari kedudukan sebagai Pimred yang selanjutnya dipegang oleh Moestopo, salah 
seorang Wapimred Jawa Pos yang juga terkenal lantang dan keras terhadap PKI. 
 Walau belum lama berdiri jumlah oplah Jawa Pos pada masa itu cukup 
signifikan. Jawa Pos mencetak sebanyak 1000 eksemplar pada tahun 1949 dan 
4000 eksemplar pada tahun 1954. Namun, tahun 1957 sempat mengalami 
penurunan dengan hanya mencetak 400 eksemplar. Pada kurun waktu 1960 
sampai dengan 1965, tiras Jawa Pos naik menjadi 10.000 eksemplar dan 
puncaknya dicapai pada tahun 1970 dengan jumlah 20.000 eksemplar. Prestasi ini 
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Terbukti pada tahun 1981, tiras Jawa Pos merosot sampai dengan 7000 eksemplar. 
Di Surabaya sendiri, Jawa Pos saat itu tidak bisa menjual lebih dari 2000 
eksemplar, di Malang, hanya 250 eksemplar. 
 Untuk edisi perdananya, harian Jawa Pos dicetak dengan menggunakan 
percetakan yang terletak di Jalan Kyai Mansyur, Surabaya. Sementara Penerbit 
Jawa Pos sendiri, PT Java Post Concern Ltd berlokasi di Jalan Kembang Jepun, 
No 166-167-169, Surabaya. Penerbit PT Java Post Concern Ltd merupakan usaha 
penerbitan yang terbilang tua di Kota Surabaya. Bahkan sampai dengan saat ini 
usaha penerbitan  masih bertahan dan beroperasi dengan baik. Kantor Redaksi dan 
percetakan akhirnya kembali dibuka di Jalan Karah Agung, Wonocolo, Surabaya 
dalam rangka pengembangannya. 
 Dengan alasan kontrol sosial pada masa orde baru, pers ditekan melalui 
Peratutan Menteri Penerangan Nomor 01/per/MENPEN/1984 tentang Izin Usaha 
Penerbitan Pers (SIUPP). Peraturan Menpen selain dimaksudkan untuk membatasi 
ruang gerak media juga berkaitan dengan pembagian 20 persen saham kepada 
wartawan ataupun karyawan media, begitupun halnya dengan harian Jawa Pos. 
 Tahun 1982, perkembangan Jawa Pos mengalami pasang surut. Hal ini 
dikarenakan penjualan koran (oplah) tidak begitu stabil. Menghadapi masalah 
oplah yang tak kunjung stabil, Eric FH Samola Direktur Utama PT Grafiti Pers 
(penerbit majalah Tempo) mengambil alih Jawa Pos. Pilihan Chung-Shen 
terhadap Grafiti Pers disebabkan faktor psikologis, bahwa sebagai pendiri Jawa 
Pos, ia lebih rela menyerahkan perusahaannya kepada perusahaan yang belum 
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masuk dalam jaring bisnis media koran harian. Alasannya bahwa Jawa Pos akan 
lebih diperhatikan dan tidak dianaktirikan oleh pemilik barunya. 
 Dengan manajemen baru, Eric mengangkat Dahlan Iskan, yang sebelumnya 
adalah Kepala Biro Tempo di Surabaya untuk memimpin Jawa Pos. Dahlan Iskan 
adalah sosok yang menjadikan Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan 
oplah 6.000 eksemplar, dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar dengan oplah 
300.000 eksemplar. Penunjukan Dahlan Iskan jelas merupakan keputusan yang 
tepat. Pengalaman dia sebagai Kepala Biro Tempo untuk wilayah Surabaya tidak 
diragukan lagi Dahlan Iskan berhasil memperbaiki posisi perusahaan dan 
menaikan jumlah penjualan (oplah) koran secara signifikan 
(http://berita.witanto.com/profil-jawa-pos). 
 Beberapa perusahaan penerbitan yang tergabung dalam satu manajemen 
dengan Jawa Pos tak luput dari upaya perbaikan agar bisa maju. Sampai sekarang 
Jawa Pos telah mengayomi perkembangan bagi 15 usaha penerbitan yang ada di 
tingkatan lokal, seperti Harian Fajar di Makassar, Harian Manado Post, Harian 
Akcaya, Pontianak, Harian Manutung, Balikpapan, Harian Riau Post, Riau, 
Harian Suara Indonesia, Malang, Harian Bhirawa, Surabaya, Harian Nusa, 
Mataram, Tabloid Nyata, Harian Karya Dharma, Surabaya, Majalah Liberty, 
Majalah anak-anak Putera Harapan, Tabloid Minggu Kompetisi, Radio FM 
Stereo, Surabaya, Harian Merdeka, Jakarta, Kendari Pos, Kendari, Majalah D&R, 
Agrobisnis dan Komputek (http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_pos). 
 Kesuksesan yang telah diraih membuat Jawa Pos tidak tinggal diam begitu 
saja. Sementara perluasan usaha di luar media seperti Pabrik Kertas PT Adi 
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perkantoran dan pertokoan gedung Graha Pena (berlantai 21) yang saat ini 
ditempati sebagai kantor utama PT Jawa Pos dan sebagian besar anak perusahaan 
yang ada di beberapa daerah. 
 Tahun 2002, Jawa Pos Group membangun pabrik kertas koran yang kedua 
dengan kapasitas dua kali lebih besar dari pabrik yang pertama. Kini pabrik itu, 
PT Adiprima Sura Perinta, mampu memproduksi kertas koran 450 ton/hari. 
Setelah sukses mengembangkan media cetak di seluruh Indonesia, pada tahun 
2002 Jawa Pos Grup mendirikan stasiun televisi lokal JTV di Surabaya, yang 
kemudian diikuti Batam TV di Batam, Riau TV di Pekanbaru, FMTV di 
Makassar, PTV di Palembang, dan Padjadjaran TV di Bandung 
(http://berita.witanto.com/profil-jawa-pos). 
 Dicetak di atas 360.000 eksemplar setiap hari, Jawa Pos kini menduduki 
peringkat ke-dua dalam urutan sepuluh koran besar di Indonesia. Basis pemasaran 
terkuat berada di Jawa Timur, menyusul mengembang di Kalimantan, Sulawesi, 
NTB, NTT hingga Irian Jaya. Dengan orientasi segmentasi menengah-atas untuk 
meningkatkan kualitas layanan pembaca Jawa Pos melakukan cetak jarak jauh 
dengan system SCJJ (Sistem Cetak Jarak Jauh) di Bali, Banyuwangi, Nganjuk, 
Solo, Jakarta, Balikpapan dan Banjarmasin. 
 Sejak 9 September 1998, Jawa Pos tampil dengan format baru, yakni 
Broadsheet Muda dengan lebar tujuh kolom (dulu 9 kolom) seperti koran luar 
negeri. Terbit dengan 44 halaman, Jawa Pos kini juga tampil dengan berbagai 
koran “Radar” di berbagai daerah (contents local). Ini merupakan terobosan untuk 
menguatkan image sebagai pelopor surat kabar jaringan 
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B. Visi dan Misi Jawa Pos 
 Pada prinsipnya visi yang diemban oleh Jawa Pos tertuang dalam motto 
“Selalu Ada Yang Baru” (www.jawapos.co.id/profile/index.php). Motto ini 
dimaksudkan sebagai upaya Surat Kabar Jawa Pos untuk selalu menampilkan  
sesuatu yang baru baik dalam bentuk fisik koran maupun materi beritanya. Namun 
yang lebih diprioritaskan adalah bahwa isi pesan media harus disampaikan secara 
teratur berdasarkan kronologis (kejadian), menuliskan terjadinya sebuah peristiwa 
dengan pengungkapan sebab-musababnya, menyampaikan konsekuensi posistif 
dan negatif dari suatu peristiwa secara proposional dan berimbang serta 
menjelaskan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh dari sebuah fenomena 
yang diangkat. 
 Sementara misi Jawa Pos tertuang dalam motto “Berdasarkan Pancasila 
Mencerdaskan Bangsa” (www.jawapos.co.id/profile/index.php). Misi ini 
berkaitan dengan upaya pencerahan yang dilakukan oleh Jawa Pos sebagai media 
sarana informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kebutuhan 
masyarakat akan informasi sangat dipahami oleh harian Jawa Pos sebagai sesuatu 
yang sangat penting, sehingga masyarakat harus dilindungi dari ketersesatan dan 
bias informasi.  
 Misi dalam konteks ini peran yang ingin diambil Jawa Pos adalah peran 
untuk mendidik dan mencerdaskan khalayak pembaca sebagai komponen bangsa 
melalui sajian berita-berita dan ulasannya. Misi ini berkehendak untuk 
menyajikan informasi kepada segenap masyarakat tanpa terkecuali, tidak ada 
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 Sementara itu kebijakan redaksional Jawa Pos adalah kelayakan sebuah 
berita tidak dapat dinilai dari idealisme dan etika semata. Artinya berita bersifat 
lebih pragmatis, berorientasi jangka pendek dan cenderung mengedepankan trend 
news, atau berita-berita yang saat itu sedang diminati oleh pembaca. Pola 
pemberitaan ini lebih mengutamakan relevansi, bahwa apapun peristiwanya, asal 
menarik bagi pembaca, Jawa Pos akan memuatnya secara besar-besaran.  
 Tentunya informasi yang diberikan kepada masyarakat berkaitan dengan visi 
yang diemban oleh Jawa Pos, seperti informasi yang kronologis, pengungkapan 
sebab-musabab dari sebuah peristiwa, menyampaikan dampak posistif dan negatif 
dari sebuah informasi serta menjelaskan keuntungan dan kerugian atas sebuah 
informasi (fenomena) yang diangkat. Dalam konteks inilah semangat dan nilai-
nilai Pancasila harus terintegrasi dengan informasi tersebut, sehingga upaya 
pencerdasan bangsa dapat berjalan dengan baik dan tidak keluar dari koridor nilai-
nilai yang menjadi way of life bangsa Indonesia. 
C.  Struktur Organisasi 
 Berdasarkan status badan hukumnya sebagai Perseroan Terbatas maka 
kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS 
sendiri mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan 
Komisaris dan Direksi. Setiap prosedur pengangkatan maupun pemberhentian, 
pembagian tugas serta tanggung jawab. Dewan komisaris bertanggung jawab 
mengawasi setiap jalannya roda organisasi perusahaan yang dijalankan oleh 
direksi.  
 Dewan Komisaris terdiri dari para pemegang saham, yang terdiri dari ketua 
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melaksanakan tugas sehari-hari RUPS mengangkat direksi yang terdiri dari 
Direktur Utama dan didampingi oleh Direktur Pemasaran dan Direktur Produksi, 
yang mana Direktur Utama ini masih dibantu oleh sembilan orang pejabat yang 
mengepalai divisi-divisi lainnya. Adapun struktur oganisasi Jawa Pos sebagai 
berikut: 










 Penyajian halaman dan rubrikasi di harian Jawa Pos terkadang mengalami 
perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh faktor kemasan berita berkaitan dengan 
layout maupun materi berita yang setiap waktu bisa berubah. Materi berita 
tergantung pada peristiwa apa yang sedang terjadi. Namun secara umum materi 
berita berikut penyajian rubrikasi harian Jawa Pos selama periode penelitian 1 
Maret-30 April 2009 terdiri dari : Headline, Politika, Berita Utama (Bagian 1), 
Opini/budaya, Internasional, Ekobis (Ekonomi Bisnis), Nusantara, Jawa Timur, 
Show & Selebriti, Berita Utama (Bagian 2), Jawa Pos, Iklan, Sportivo, Radar 
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 Rubrik yang menghiasi harian Jawa Pos didominasi oleh berita-berita seputar 
kejadian yang baru dan hangat pada hari itu. Beritapun bervariasi, mulai dari politik, 
sosial, budaya, ekonomi, dan olahraga. Selain dihiasi oleh berita-berita skala 
nasional, Jawa Pos juga dipenuhi dengan berita lokal, khususnya daerah Surabaya 
dan sekitarnya.  
 Berdasarkan uraian di atas, aspek yang terkait dengan posisi Jawa Pos sebagai 
media yang memproduksi berita-berita politik perempuan ialah misi yang diemban 
Jawa Pos. Sebagaimana yang diulas di awal, misi harian Jawa Pos adalah 
“Berdasarkan Pancasila Mencerdaskan Bangsa” yang berarti suatu usaha untuk 
mencerahkan masyarakat melalui berita yang tidak bias informasi. Namun, apakah 
informasi yang muncul melalui berita dapat bersifat netral dan tidak berpihak. 
Pada bab selanjutnya akan dibahas berita-berita Caleg tahun 2009 di harian Jawa 
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BAB III 
PENYAJIAN DAN ANALISIS  DATA 
 
A.  Penyajian Data 
 Pada bagian ini disajikan berita-berita Caleg terkait marjinalisasi 
politik perempuan selama periode 1 Maret-30 April 2009. Peneliti memilih 
21 berita terkait dengan berita kampanye Caleg dengan fokus pada berita 
marjinalisasi politik perempuan. Berikut adalah berita-berita yang menjadi 
objek penelitian penulis: 
Tabel 1. Berita-berita harian Jawa Pos 
No Judul Berita  Waktu 
1 GKR Hemas Minta Men PP Dihapus Minggu, 1 Maret 2009 
2 Tere: Nyaleg Modal Rp 10 Juta Minggu, 1 Maret 2009 
3 Yenny Jurkamnas Gerindra Senin, 2 Maret 2009 
4 Venna dan Tere Optimis ke Senayan Kamis, 5 Maret 2009 
5 Ikang Fawzi-Marissa Haque: Tak Bersaing, Kerja Senin, 9 Maret 2009 
6 Sri Suhartini: Lebih Sibuk daripada Istri Pangdam Senin, 16 Maret 2009 
7 Di Klaten Suara Gus Dur buat Mega Senin, 16 Maret 2009 
8 Prabowo Incar Yenny Wahid Jadi Cawapres Senin, 16 Maret 2009 
9 Caleg Pembagi Uang Dipolisikan Selasa, 17 Maret 2009 
10 Tak Mau disebut Aji Mumpung Jumat, 20 Maret 2009 
11 Tifatul Syaratkan Capres Bukan Mega Sabtu, 21 Maret 2009 
12 Kiemas Amankan Suara Puan di Solo Minggu, 22 Maret 2009 
13 Caleg Perempuan Lolos Terancam Turun Minggu, 22 Maret 2009 
14 Berjilbab, Didukung Pendeta Rabu, 25 Maret 2009 
15 Hemat, Sedapil dengan Suami Rabu, 25 Maret 2009 
16 Noviantika Nasution, Didukung Anak  Jumat, 27 Maret 2009 
17 Tidak ada Jaminan untuk Perempuan Rabu, 1 April 2009 
18 Sibuk di Golkar, Sultan Utus Putri Republikan Minggu, 5 April 2009 
19 Lima Caleg Perempuan Unggul Senin, 13 April 2009 
20 5 Istri Pejabat Melenggang Senin, 13 April 2009 
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B.  Analisis Data 
 Telah dijelaskan sebelumnya jika dalam penelitian ini peneliti diinspirasi 
oleh tiga model analisis. Dengan kata lain, model analisis diperoleh melalui 
hasil catutan tiga pendekatan yang berkaitan dengan analisis wacana dan 
tidak mengesampingkan berita-berita sebagai sumber data utama. Ketiga 
pendekatan tersebut diantaranya adalah pendekatan perubahan sosial Theo 
Van Leeuwen, model perspektif feminis Sara Mills, dan model Teun A. Van 
Dijk dengan pendekatan kognisi sosial.  
 Van Leeuwen mencoba membangun suatu model analisis wacana 
untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang 
dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana yang diberitakan surat kabar, 
selanjutnya Van Leeuwen menyebutnya sebagai faktor exslusion (keluarnya 
aktor dari pemberitaan). Model lain, yaitu Sara Mills mencoba melihat 
marjinalisasi dari sisi posisi aktor (subjek-objek) dalam pemberitaan dan 
yang terakhir, Van Dijk melihat marjinalisasi pada tataran bahasa yang 
disebutnya sebagai aspek pengingkaran (negasi) dalam teks.  
Berita marjinalisasi politik perempuan yang akan menjadi unit analisis 
berjumlah 21 berita. Semua berita tersebut akan dibedah menggunakan 
ketiga model yang telah dijelaskan di atas. Sebelum masuk pada analisis 
berita, peneliti membuat skema tentang formula yang akan digunakan dalam 
menganalisis berita. Tujuan dari skematisasi ini adalah untuk memudahkan 
proses penganalisisan berita dan memberi gambaran umum tentang masalah 
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1. Posisi Aktor (Subjek-Objek) 
 Model  : Dilihat dari Posisi Aktor  
 Posisi Aktor : Subjek dan Objek 
 Aspek Analisis : Kedudukan, Peranan, Profesi 
 Variasi  : Kedudukan (Achieved Status dan Ascribed status) 
    : Peranan (Peran Overt dan Peran Covert) 
    : Pekerjaan (Popularitas) 
  Seperti yang telah diungkapkan di awal pembahasan, posisi aktor 
(Subjek-Objek) merupakan salah satu dari tiga model yang digunakan untuk 
menganalisis dan mengkritisi praktek pemarjinalan perempuan dalam berita. 
Dua model lainya yaitu proses pasivasi aktor (penghilangan atau 
penyamaran aktor dalam berita) dan terakhir adalah pengingkaran aktor 
dalam tema berita. Khusus untuk bagian ini, peneliti akan menganalisis 
berita-berita di harian Jawa Pos dari sisi posisi aktor dalam pemberitaan.  
  Sara Mills adalah tokoh yang pertama kali menggagas konsep posisi 
aktor dalam berita. Model posisi aktor merupakan salah satu dari dua fomula 
penting terkait teori marjinalisasi perempuan dalam teks selain dilihat dari 
posisi pembaca. Titik perhatian Mills terletak pada perspektif wacana 
bagaimana teks menjadi bias ketika menampilkan perempuan sebagai aktor. 
Perempuan cenderung ditampilkan dalam teks berita sebagai pihak yang 
salah, lemah, dan marjinal dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, analisis 
wacana Mills memberi fokus pada bagaimana perempuan dimarjinalkan 
posisinya dalam berita dan yang lebih utama adalah bagaimana pola 
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  Seperti juga analisis wacana lain yang berkutat masalah marjinalisasi 
perempuan, Mills menempatkan representasi perempuan sebagai bagian 
terpenting analisisnya. Bagaimana satu pihak, kelompok, orang, gagasan 
atau peristiwa ditampilkan dengan cara tertentu dalam wacana berita yang 
mempengaruhi pemaknaan ketika diterima khalayak (dalam Eriyanto, 2008: 
200). Beranjak dari penjelasan tersebut maka posisi-posisi perempuan pada 
akhirmya menentukan bentuk teks yang hadir di tengah khalayak melalui 
berita. 
  Langkah awal dalam membedah setiap berita yang ada adalah dengan 
memberi kategorisasi berdasar tiga model yang dikemukakan di awal. Untuk 
bagian posisi aktor, setiap berita dipilih terkait pemosisian aktor yang 
mengarahkan pada subjek dan objek berita. Hal tersebut sesuai dengan 
penilaian Priyono Soemandoyo (1999: 80-81) tentang fungsi ganda (dual 
role) perempuan yang selain sebagai objek sekaligus menjadi subjek. Lebih 
jauh, semakin aktif perempuan menjalankan peran ganda tersebut, semakin 
tampak peran objek-subjek yang dibawakannya.  
 Hal yang terpenting dalam bagian ini adalah bagaimana pola apa 
digunakan dalam proses perempuan dijadikan objek dalam berita. 
Sedangkan untuk posisi perempuan sebagai subjek tidak terlalu mendapat 
perhatian lebih karena marjinalisasi perempuan terjadi hanya ketika mereka 
diposisikan sebagai objek. Namun, di sisi lain ketika perempuan menjadi 
subjek, tidak tertutup kemungkinan pada bagian-bagian tertentu dari berita, 
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  Penentuan sebab atau alasan tersebut sangat berpengaruh dalam 
melihat praktek-praktek marjinalisasi perempuan dalam berita. Apabila 
berita diarahkan pada pembentukan karakter perempuan sebagai objek maka 
berita tersebut mengindikasikan telah terjadi penghambatan akses 
perempuan ke ranah politik yang pada akhirnya menjadi dasar kuat dalam 
pemarjinalan perempuan. Sebaliknya, jika posisi perempuan berlabelkan 
subjek maka kemungkinan terjadi pemarjinalan perempuan sangat kecil. 
  Sebagai barometer dalam melihat dan mengukur posisi aktor dalam 
berita maka digunakan tiga pendekatan. Pendekatan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
o  Posisi karena kedudukan aktor 
o  Posisi karena peranan aktor 
o  Posisi karena profesi aktor 
  Pendekatan-pendekatan didapat dari hasil penyajian data yang telah 
dikategorisasikan ke dalam beberapa subbagian. Ketiga pendekatan tersebut 
berlaku dalam setiap pembahasan tentang posisi aktor dalam berita. 
Pendekatan ini lebih lanjut akan dibahas, baik posisi aktor sebagai subjek 
maupun posisi aktor sebagai objek.  
 a. Aktor sebagai Subjek 
 Posisi Aktor : Subjek 
 Aspek Analisis : Kedudukan, Peranan, Profesi 
 Variasi  : Kedudukan (Achieved Status dan Ascribed status) 
    : Peranan (Peran Overt dan Peran Covert) 
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 Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian awal pembahasan jika 
Sara Mills salah satu perintis analisis wacana khususnya dalam isu-isu 
feminisme. Dia merumuskan dua elemen utama dalam mengkritisi 
ketimpangan posisi perempuan dalam teks berita, yakni melihat posisi 
perempuan sebagai aktor dalam berita (subjek-objek) dan melihat 
ketimpangan dari posisi pembaca. Namun, dalam penelitian ini peneliti 
hanya akan menggunakan salah satu elemen dari model Sara Mills, yaitu 
posisi perempuan sebagai aktor dalam teks berita. Untuk bagian ini, peneliti 
akan menganalisis teks-teks berita di harian Jawa Pos dari sisi aktor sebagai 
subjek, sedangkan untuk pembahasan posisi aktor sebagai objek akan 
dibahas pada bagian selanjutnya. 
 Posisi aktor sebagai subjek dalam berita diartikan sebagai orang atau 
kelompok orang yang menjadi dirinya sendiri. Artinya, dia mempunyai 
kewenangan dan kuasa dalam menceritakan dirinya tanpa ada intervensi dari 
pihak lain. Hal ini sesuai dengan argumen Sara Mills yang mendeskripsikan 
subjek sebagai orang bercerita tentang dirinya sendiri dan mempunyai 
kemungkinan atas pengambaran dunia menurut persepsi dan pendapatnya 
(dalam Eriyanto, 2008: 201).  
 Untuk kajian marjinalisasi politik perempuan dalam teks berita, posisi 
perempuan sebagai subjek tidak menjadi sebuah hambatan atau masalah 
yang mesti diperdebatkan sejauh tidak melahirkan ketimpangan. Hal ini 
dikarenakan perempuan seharusnya diposisikan sebagai subjek dan menilai 
realitas dengan objektif tanpa ada unsur-unsur yang mempengaruhinya. 
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memiliki perspektif bebas nilai (free value). Artinya, tidak ada kepentingan-
kepentingan tertentu yang menghasilkan ketimpangan sehingga merugikan 
salah satu pihak, khususnya perempuan.  
 Namun, yang perlu digarisbawahi, setiap berita memiliki kandungan 
ideologi-ideologi tertentu, baik datangnya dari wartawan (individu) maupun 
dari medianya sendiri (institusi). Hal tersebut sesuai dengan argumen 
Eriyanto yang mengatakan ideologi dibangun oleh kelompok dominan 
dengan tujuan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka 
(Eriyanto, 2008: 13). Kandungan unsur-unsur yang sensitif gender inilah 
yang akan coba peneliti ulas lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya. 
Apalagi, setiap berita yang dimuat di sebuah harian pasti dipengaruhi oleh 
visi dan misi dimana berita tersebut diterbitkan. Jadi, betapun sebuah media 
mengklaim berita yang dimuat merupakan sebuah independensi namun ada 
kecenderungan ideologi-ideologi yang tertanam di dalamnya. 
 Kembali pada masalah posisi aktor sebagai subjek, sejauh pengamatan 
peneliti dari semua berita yang ada belum ditemukan adanya posisi aktor 
yang murni sebagai subjek. Artinya, walaupun ada beberapa berita yang 
bercerita tentang perempuan dengan realitas sebenarnya, namun berita 
tersebut masih terkontaminasi dengan isu-isu lain yang bias gender. Dalam 
artian, setiap berita yang muncul dari perspektif perempuan secara murni 
pasti diikuti oleh argumen-argumen yang melemahkan perempuan.   
 Setelah mencermati setiap detail berita maka dikemukakan tiga sebab 
atau alasan mendasar munculnya pemosisian perempuan dalam berita. 
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berita berdasarkan kedudukan (status) yang dikemukakan dalam berita. 
Kedua, peranan (role) perempuan yang digambarkan dalam pemberitaan. 
Terakhir adalah faktor profesi yang digeluti oleh aktor dalam kesehariannya. 
Ketiga aspek tersebut menjadi point of interest dalam menentukan ‘kadar’ 
pemarjinalan perempuan.    
 1. Kedudukan (Status) 
 Aspek Analisis : Kedudukan 
 Variasi  : Ascribed status (tidak terjadi marjinalisasi) 
      Achieved Status (prestasi, skill, dan pengalaman  
      politik)  
 Sekilas ada persamaan antara kedudukan (status) dengan kedudukan 
sosial (social status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi 
seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat 
seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-
orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak 
serta kewajiban-kewajibannya (Soerjono Soekanto, 2005: 239). Untuk lebih 
mudah mendapatkan pengertian, kedua istilah tersebut di atas akan 
dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah 
“kedudukan”. 
 Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola 
tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa 
kedudukan, oleh karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola 
kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya berhubungan 
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akhirnya menjadi ‘bumerang’ bagi posisi perempuan dalam sebuah 
pemberitaan.  
 Kembali kepermasalahan marjinalisasi perempuan dalam berita di 
harian Jawa Pos. Seperti yang telah dijabarkan di atas, munculnya 
ketimpangan posisi aktor tidak terlepas dari status yang diberikan kepada 
perempuan. Kondisi ini berimplikasi pada terhambatnya akses perempuan di 
ranah politik. Kerancuan inilah yang akan dicoba untuk diberi perhatian 
khusus guna melihat wacana tersembunyi dari sebuah berita.  
 Secara garis besar ada dua tema utama status perempuan dilabelkan 
sebagai subjek atau objek dalam berita. Pertama, perempuan mendapat 
posisi karena status diberikan tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan 
rohaniah dan kemampuan (ascribed status) dan yang kedua label status 
diberikan karena usaha-usaha yang disengaja (achieved status).  
  a) Ascribed Status 
 Variasi : Ascribed Status 
 Berita : “Yenny Jurkamnas Gerindra” (Senin 1 Maret 2009) 
     “Suryadharma Ali - Wardatul Asriah, Tak Mau Disebut  
     Aji Mumpung” (Jumat, 20 Maret 2009). 
 Aktor : Yenny Wahid, Wardatul Asriah 
 Ascribed status, bisa dikatakan sebagai status yang bersifat tidak 
sukarela (James M. Henslin, 2002: 93-94). Artinya, kedudukan seseorang 
didapat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan kemampuan dasar 
seseorang. Jadi, jika dilihat karakteristik dari ascribed status maka posisi 
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aktor. Hal tersebut dikarenakan posisi perempuan memang dilihat sebagai 
ascribed status, status yang murni terberi. Lain halnya jika posisi aktor 
dalam berita sebagai objek, besar kemungkinan akan terjadi pemarjinalan 
aktor.  
 Adapun berita yang menggambarkan posisi perempuan sebagai subjek 
adalah, sebagai berikut: 
o “Yenny Jurkamnas Gerindra” (Senin 1 Maret 2009) 
o “Suryadharma Ali - Wardatul Asriah, Tak Mau Disebut Aji     
  Mumpung” (Jumat, 20 Maret 2009). 
 Kedua berita tersebut menggambarkan perempuan sebagaimana 
mestinya, seperti prestasi, pengalaman, dan kemampuan politik yang baik 
namun penggambaran tersebut tidak serta-merta membebaskan kedua aktor 
tersebut dari praktek marjinalisasi. Dengan kata lain status yang diberikan 
dalam berita tidak murni sebagai sebagai objek, karena pada bagian lain 
strategi marjinalisasi terjadi melalui aspek pasivasi. Jadi, pada dasarnya 
status subjek yang muncul hanya sebagai pendukung, karena wacana 
marjinalisasi sesungguhnya terjadi melalui strategi pasivasi. 
 Kembali ke persoalan perempuan sebagai aktor dalam berita, posisi 
perempuan sebagai subjek ada sedkit terindikasi sebagai ascribed status 
yang diberikan karena sesuatu yang disengaja. Namun, status perempuan 
sebagai objek dapat berindikasi terhadap pemarjinalan karena status yang 
mereka terima akibat dari sesuatu yang tidak disengaja (misal: faktor 
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 b) Acbieved Status  
 Variasi : Achieved Status  
 Subvariasi : Prestasi, Skill, Pengalaman politik)  
 Berita : “Yenny Jurkamnas Gerindra” (Senin 1 Maret 2009) 
      “Lima Caleg Perempuan Unggul” (Senin, 13 April 2009) 
     “Suryadharma Ali - Wardatul Asriah: Tak Mau Disebut  
     Aji Mumpung” (Jumat, 20 Maret).  
 Aktor : Yenny Wahid, Titik Bambang Riyanto, Wardatul Asriah 
 Selain kedudukan atau status yang terberi (tidak disengaja) seperti 
yang dijelaskan di atas, kedudukan aktor juga didapatkan karena faktor 
pemberian (disengaja). Artinya, ada indikasi yang dapat digunakan untuk 
melihat posisi aktor sebagai subjek. Di samping berita yang memposisikan 
perempuan sebagai objek dalam pemberitaan (ascribed status), ada beberapa 
berita yang juga memunculkan realitas sebenarnya dari perempuan 
(acbieved status).  
 Status ini muncul karena perempuan memiliki kemampuan yang 
sesungguhnya. Kedudukan seseorang dengan status ini melekat dan dapat 
dilihat pada kehidupan sehari-hari melalui ciri-ciri tertentu yang dalam 
sosiologi dinamakan prestise symbol (Soerjono Soekanto, 2005: 242). Lebih 
lanjut, penjelasan dari Soekanto mengisyaratkan kedudukan aktor 
seharusnya diposisikan sebagai subjek untuk mendapatkan keseimbangan 
dalam sebuah struktur masyarakat.  
 Achieved status secara sederhana diartikan sebagai kedudukan yang 
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tidak diperoleh atas dasar faktor kelahiran atau karena garis keturunan. Akan 
tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-
masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Maka dapat 
berkesimpulan jika kedudukan yang diperoleh oleh aktor berdasarkan buah 
dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Usaha-usaha ini dapat dilihat dari  
prestasi, kemampuan (skill), dan pengalaman politik atau senioritas aktor itu 
sendiri.  
Ø Prestasi 
 Pada prinsipnya, istilah prestasi lebih menggambarkan pada  makna 
dalam bahasa Inggris yaitu kata “achievement”. Tetapi karena kata tersebut 
berasal dari kata “to achieve” yang berarti “mencapai”, maka dalam bahasa 
Indonesia sering diartikan menjadi “pencapaian” atau “apa yang dicapai”. 
Jadi, konsep ”prestasi” merupakan seuatu yang akan dicapai seseorang 
dalam sebuah pekerjaan atau bidang yang digeluti oleh seseorang. 
 Beranjak dari definisi tersebut maka prestasi merupakan implikasi 
tindakan dari kedudukan seseorang. Kaitannya dengan kedudukan 
perempuan dapat dilihat dalam berita dengan judul “Yenny Jurkamnas 
Gerindra” (Senin 1 Maret 2009). Yenny mendapat kesempatan sebagai juru 
kampanye sebuah partai besar (Gerindra) dan itu merupakan sebuah prestasi 
yang mengakibatkan posisi Yenny Wahid memiliki nilai tawar yang tinggi 
dalam politik.  
 Rekam jejak yang sarat pengalaman membuat Gerindra tertarik untuk 
menjadikannya sebagai juru kampanye. Salah satu prestasi yang membuat 
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penghargaan paling bergengsi di Australia, Walkley Award, tahun 1999 
untuk liputan pra dan pascareferendum di Timor Timur. Penghargaan  
pertama untuk orang non-Australia. Selain itu, ia juga pernah menjadi 
koresponden koran terbitan Australia, The Sydney Morning Herald dan The 
Age (Melbourne) antara tahun 1997 dan 1999. Pada saat Gus Dur menjabat 
sebagai Presiden, Yenny mendapat posisi sebagai Staf Khusus Presiden 
Bidang Komunikasi Politik (http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi
 /y/ yenny wahid /index.shtml/17/8/2010/) 
 Sejumlah pengalaman dan prestasi tersebut yang membuat ia didaulat 
menjadi juru kampanye Gerindra. Akibatnya, pembaca melihat sisi achieved 
status dari aktor dalam berita bukan sisi ascribed status-nya.  
Ø Kemampuan (Skill)  
 Berita lain yang memperlihatkan tentang kedudukan perempuan 
berdasarkan kemampuan (skill) dasar yang dimiliki aktor terlihat dari berita 
dengan judul “Lima Caleg Perempuan Unggul” (Senin, 13 April 2009). Skill  
dapat diartikan sebagai kecakapan, kepandaian atau keterampilan dalam 
suatu hal atau bidang tertentu (John M Echols & Hassan Shadily, 1996: 
530).  
 Kemampuan kampanye yang baik sehingga mendulang suara yang 
memenangkan mereka Pemilu menjadi salah satu keterampilan yang 
dimiliki oleh aktor dalam konteks ini. Hal ini juga yang menjadi dasar bagi 
perempuan untuk mengokohkan posisi mereka sebagai aktor yang 
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 Kemampuan atau skill dalam politik terlihat dari para perempuan 
tersebut ketika mereka harus bersaing dengan calon lain untuk mendapatkan 
kursi legislatif. Dan ukuran untuk skill yang baik adalah ketika mereka dapat 
mengalahkan kandidat lain dalam persaingan. Sebagai contoh adalah 
kemampuan yang dimiliki oleh Titik Bambang Riyanto (TBR). Dalam berita 
dijelaskn TBR memimpin perolehan suara di Dapil 4 Grogol dengan 8.811 
suara (Berita Jawa  Pos, Senin, 13 April 2009). Artinya, status sebagai 
pendulang suara terbanyak pastilah memiliki kemampuan atau skill dalam 
berpolitik yang lebih baik dibanding dengan calon-calon lain.   
Ø Pengalaman Politik  
 Pengalaman politik dan senioritas merupakan satu kesatuan yang 
saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam berita berikut 
pengalaman dan senioritas menjadi faktor penentu dalam mengukur 
kemampuan yang dimiliki seseorang. Kedua aspek dari aktor tersebut 
mengakibatkan mereka memiliki posisi tawar yang baik. Berita yang 
menggambarkan pentingnya pengalaman dan senioritas terlihat dari berita 
dengan judul “Suryadharma Ali -Wardatul Asriah: Tak Mau Disebut Aji 
Mumpung” (Jumat, 20 Maret).  
 Berita tersebut pada awalnya menjelaskan Wardatul tidak mau hanya 
disebut aji mumpung karena sang suami adalah ketua umum Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, di sisi lain ia sebagai sosok yang 
punya integritas dalam perpolitikan dan mampu untuk bersaing dalam 
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 Wardatul Asriah bukanlah orang baru di dunia politik. Ia telah 
mencatat sejarah perjalanan dalam politik praktis sebagai anggota Fraksi 
PPP di DPRD Kabupatan Bekasi periode 2004-2009 dari Fraksi Partai 
PersatuanPembangunan(PPP)(http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/y
/wardatulasriah/index.shtml/17/8/2010/). Kedudukannya sebagai anggota 
dewan beberapa rentang waktu memberi indikasi Wardatul Asriah memiliki 
pengalaman politik yang menjanjikan. 
 Jika dihitung mundur, perjalanan karir politik Wardatul Asriah telah 
dimulai sejak menjadi mahasiswi dengan menjadi pengurus PMII 
(Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) yang berafiliasi ke Nahdatul 
Ulama (NU). Tak lama setelah itu ia bergabung dengan PPP dan menjadi 
salah seorang pengurus puncak di Wanita Persatuan Pembangunan  
(http://marissahaque.blogdetik.com/2009/04/05/seraut-wajah-teduh-nan 
cantik-itu-wardatul-asriah-dari-ppp/18/08/2010). 
Ketiga berita tersebut menggambarkan secara jelas kedudukan 
perempuan didapatkan dengan usaha-usaha yang nyata. Akibatnya, usaha 
tersebut memberi kesempatan bagi mereka untuk menduduki posisi tertentu 
dalam struktur pemerintahan. Jadi, pengalaman politik merupakan salah satu 
indikator dalam memperoleh achieved status. 
  2. Peranan (Role) 
 Aspek Analisis : Peranan 
 Variasi  : Peran Overt 
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 Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 
seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya 
maka dia menjalankan suatu peranan. Hal itu berarti peranan menentukan 
apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa 
yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.  
 Pentingnya peranan karena dapat mengatur perilaku seseorang. 
Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat 
meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan 
dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang 
sekelompoknya (Soerjono Soekanto, 2005:224). 
 Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2008: 215-216) membagi istilah 
dalam teori peran dalam empat golongan, istilah-istilah tersebut 
menyangkut: 
o Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut 
o Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 
o Kedudukan orang-orang dalam perilaku 
o Kaitan antara orang dengan perilaku 
 Beranjak dari hal di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan jika 
peranan seseorang sangat menentukan pandangan masyarakat terhadapnya 
melalui interaksi yang dia lakukan.  Kembali pada pembahasan awal terkait 
posisi aktor dalam berita, maka dapat dilihat beberapa berita menguraikan 
peranan-peranan perempuan secara parsial sehingga apa yang ditampilkan 
secara virtual tidak sepenuhnya benar. Banyak perempuan digambarkan 
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pemberitaan peranan perempuan digambarkan setengah-setengah dan tidak 
mewakili konsesus yang berlaku di masyarakat. 
 Lebih lanjut Biddle dan Thomas membagi peranan menjadi dua garis 
besar. Pertama adalah peran overt yaitu peran yang dimainkan dalam ranah 
publik. Artinya, peran berlaku terkait dengan masalah-masalah banyak 
orang dan yang kedua adalah peran covert yaitu peran yang diperagakan 
dalam domain pribadi (dalam Sarwono, 2008: 226). Kedua peran ini akan 
diperjelas dalam pembahasan peneliti terkait dengan posisi aktor dalam 
berita.  
 a) Peran overt 
Variasi : Peran overt (tidak terjadi marjinalisasi) 
  Berita :  “GKR Hemas : Mau Nyaleg demi Jogjakarta” (Rabu, 28  
      April 2009) 
    “GKR Hemas Minta Men PP Dihapus (Minggu, 1 Maret  
    2009). 
 Aktor : GKR Hemas Minta 
Peran : Memperjuangkan hak-hak perempuan di parlemen 
 Peran overt atau peran publik merupakan salah satu bagian dari 
rumusan Biddle dan Thomas tentang jenis peran. Peranan ini berlaku dan 
terjadi dalam ranah publik. Artinya, semua yang terkait dengan konsesus 
publik menjadi bagian peran yang akan dimainkan oleh seseorang. 
Kedudukan aktor dalam hal ini menjadi sentra dalam setiap peran yang 
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 Berikut berita-berita tentang peran publik yang dimainkan oleh 
perempuan dalam berita  Jawa Pos: 
o “GKR Hemas : Mau Nyaleg demi Jogjakarta” (Rabu, 28 April 
2009) 
Berita ini menggambarkan peran yang semestinya dilakukan oleh 
anggota dewan. Pasalnya, naluri politik GKR Hemas tergugah untuk 
memperjuangkan apa yang semestinya didapat perempuan. Dalam berita ini 
Hemas dideskripsikan mempunyai keinginan untuk memajukan  peranan 
perempuan di level konstitusi.  
  Tindakan kongkrit Hemas tercermin dari kiprahnya di ranah politik 
dengan menjadi Anggota DPD RI sejak 2004. Ia berharap DPD dapat 
menjadi penyeimbang DPR, sehingga aspirasi dan kesejahteraan khususnya 
masyarakat marjinal, seperti perempuan dan anak-anak yang selalu 
diabaikan dapat dikanalisasi secara konkret dalam kebijakan undang-undang 
(http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/y/hemas/index.shtml/2010/08/
17). Harapan ini tertuang dari berbagai peran yang dimainkan oleh GKR 
Hemas semasa menjadi anggota DPD RI periode 1999-2004.  
Peran tersebut diantaranya: 
o Tahun 2004-2005 Panitia Ad Hoc IV (PAH IV) dan terpilih 
sebagai Wakil Ketua. Sedangkan di alat kelengkapan, masuk di 
PKALP (Panitia Kerja Sama Antar Lembaga dan Parlemen). 
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o Sedangkan untuk Masa Sidang 2006-2007, terlibat dalam PAH IV, 
Panitia Musyawarah (Panmus) dan Kelompok DPD di MPR RI. Di 
Kelompok DPD GKR Hemas dipercaya sebagai Wakil Ketua. 
o Masa Sidang 2007-2008, GKR Hemas pindah ke PAH I, tetap di 
Panmus dan Kelompok DPD. Di Kelompok DPD tetap 
dipercayakan sebagai Wakil Ketua. 
o Masa Sidang 2008-2009 (tahun terakhir), tetap di PAH I dan 
Kelompok, serta di PKALP. Di Kelompok DPD, GKRH kembali 
diberi amanah  Wakil Ketua 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Hemas/18/08/2010/) 
Analisis peneliti, dalam berita ini perempuan (GKR Hemas) telah 
melakukan peran overt yang semestinya. Dan media melalui 
pemberitaannya telah membentuk peran overt perempuan dengan cukup 
baik. Sejauh ini berita di atas tidak ada indikasi pelemahan posisi perempuan 
dalam berita.  
Berita lain yang juga sejenis dengan pembahasan di atas tentang peran 
overt perempuan adalah “GKR Hemas Minta Men PP Dihapus (Minggu, 1 
Maret 2009). Berita ini juga mendeskripsikan perempuan menjalankan 
perannya sesuai dengan kedudukannya di ranah publik.   
 Kaitannya dengan tema tentang marjinalisasi perempuan adalah ketika 
peran publik tidak sepenuhnya digambarkan dengan baik dan utuh. 
Sebaliknya, isu marjinalisasi akan berhembus kuat ketika peran pribadi 
menjadi alasan untuk melemahkan posisi perempuan walaupun di awal 
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dijadikan faktor penghambat oleh media dalam beritanya untuk melemahkan 
posisi perempuan. Sehingga peran publik yang telah dimainkan sebagai 
subjek dapat dimentahkan oleh  isu-isu tentang peran pribadi.  
 b) Peran covert  
Variasi : Peran Covert 
Berita : “Noviantika Nasution: Didukung Anak, Konstituen  
    Mengira masih Pengurus Partai” (Jumat, 27 Maret 2009) 
Aktor : Noviantika Nasution 
Peran : Peran dalam keluarga dan peran dalam partai    
    politik (peran ganda) 
 Peran covert atau peran pribadi adalah peran yang dimainkan oleh 
seseorang dalam dan untuk lingkup pribadi. Artinya, peran tersebut terjadi 
dalam lingkup keluarga dan lingkungan yang tidak ada kaitan dengan ranah 
publik. Peran ini dapat dilihat dari aktivitas seorang ibu dalam keluarga 
seperti mengurus anak atau suami.  
 Peran ini merupakan peran yang alamiah, dan memang seharusnya 
perempuan mampu berperan dalam ranah domestik. Beberapa berita yang 
menggambarkan peran perempuan yang lazim dilakukan dalam ranah 
domestik: 
o  “Noviantika Nasution: Didukung Anak, Konstituen Mengira 
masih Pengurus Partai” (Jumat, 27 Maret 2009) 
Berita tentang Noviantika Nasution bercerita tentang posisinya sebagai 
ibu dalam mendidik anak-anaknya. Berita ini termasuk ke dalam peran 
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sebagai seorang ibu, bukan seorang anggota dewan. Citra sebagai ibu yang 
peduli kepada anaknya menjadi dasar bahwa peraan covert (peran dalam 
lingkup pribadi) telah digambarkan dalam berita ini. Namun, di sisi lain 
peran ini akan mengalami degradasi karena media membentuk berita yang 
memojokan melalui peran ganda perempuan. 
Lebih lanjut, peran dalam ranah pribadi menjadi pendukung dalam 
aktivitasnya sebagai anggota dewan hingga mendapat dukungan dari 
anaknya. Namun, tidak dapat dipungkiri, posisinya sebagai anggota dewan 
telah membawa asumsi jika peran covert mempengaruhi peran overt dari 
Noviantika Nasution. 
  3. Profesi  
 Aspek Analisis : Profesi 
 Variasi  : Popularitas (tidak terjadi marjinalisasi) 
  Latar belakang profesi menjadi salah satu tema sentral dalam 
pembahasan ini. Pasalnya, profesi aktor ikut mempengaruhi posisi mereka 
dalam berita. Profesi berasal dari bahasa latin ‘proffesio’ yang mempunyai 
dua pengertian yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Namun, dalam konteks 
ini profesi lebih diartikan sebagai pekerjaan ketimbang janji atau ikrar.  
  Bila maknanya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi 
kegiatan "apa saja" dan "siapa saja" untuk memperoleh nafkah yang 
dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit 
profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan 
sekaligus dituntut pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. 
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o Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan 
keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan 
pengalaman yang bertahun-tahun. 
o Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini 
biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode 
etik profesi. 
o Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana 
profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah 
kepentingan masyarakat. 
o Izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan 
selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai 
kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup 
dan sebagianya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus 
terlebih dahulu ada izin khusus. 
o Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.  
  (http://etikaprofesidanprotokoler.blogspot.com/2008/03/). 
 Dari perjelasan di atas dapat disimpulkan profesi sebagai pekerjaan 
yang dilakukan secara teratur dan bertujuan untuk mendapatkan imbalan.  
Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan profesi sebagai entertain 
(aktris) menjadi salah satu latar belakang pekerjaan yang banyak mendapat 
sorotan hingga mengarahkan kepada aspek-aspek pemarjinalan.  
 Kembali ke permasalahan posisi aktor dalam berita, perlu 
digarisbawahi jika aktor sebagai subjek maka profesi aktor tidak 
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pelemahan posisi melalui profesi aktor. Namun, sejauh ini tidak ada berita 
yang memposisikan perempuan sebagai subjek. 
 Sebaliknya marjinalisasi terhadap perempuan melalui profesinya akan 
terjadi jika posisi aktor diletakan sebagai objek. Hal ini terjadi karena 
popularitas menjadi dasar untuk melamahkan posisi perempuan. Untuk 
pembahasan mengenai posisi aktor sebagai objek akan dipaparkan dalam 
pembahasan selanjutnya. Stereotype tentang “modal tampang” menjadi 
wacana kuat dalam berita-berita yang berbau marjinalisasi. Dengan kata 
lain, media mewacanakan bahwa kemampuan perempuan (aktor) untuk 
dapat menduduki struktural dalam pemerintahan atau kepartaian hanya 
sebatas karena popularitas, bukan karena kemampuan yang dimiliki. 
Pandangan inilah yang pada akhirnya memarjinalkan posisi perempuan 
dalam persepsi masyarakat.  
 b. Aktor sebagai Objek  
 Posisi Aktor : Objek 
 Aspek Analisis : Kedudukan, Peranan, Profesi 
 Variasi  : Kedudukan (Achieved Status dan Ascribed Status) 
    : Peranan (Peran Overt dan Peran Covert) 
    : Pekerjaan (Popularitas) 
1. Kedudukan (Status) 
  Aspek Analisis : Kedudukan 
  Variasi  : Ascribed status (faktor genetik, faktor perkawinan) 
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 Seperti yang telah dijelaskan di awal pembahasan tentang pembagian 
kedudukan aktor menjadi dua tema besar. Pertama adalah perempuan 
mendapat status dalam masyarakat tanpa memeperhatikan perbedaan-
perbedaan rohaniah dan kemampuan (ascribed Status) dan yang kedua label 
status diberikan karena usaha-usaha yang disengaja (achieved Status).  
  a) Ascribed Status 
Variasi : Ascribed Status 
 Subvariasi : Faktor genetik dan faktor perkawinan  
 Berita : “Kiemas Amankan Suara Puan di Solo”  
     (Minggu, 22 Maret 2009) 
    “Sibuk di Golkar, Sultan Utus Putri ke Republikan”  
    (Minggu, 5 April 2009).  
     “5 Istri Pejabat Melenggang” (Senin, 13 April 2009) 
   “Emilia Contessa, Hemat Sedapil dengan Suami”  
   (Rabu, 25 Maret 2009) 
   “Sri Suhartini, Lebih Sibuk dari Istri Pangdam” (Senin,    
16 Maret 2009)  
      “Suryadharma Ali - Wardatul Asriah, Tak Mau Disebut  
      Aji Mumpung” (Jumat, 20 Maret 2009).  
 Aktor : Puan Maharani, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, Istri  
     pejabat (Titik Suprapti, Sri Redjeki Handayani, Sri  
     Herminingsih, Wiwin Sulastri, Titik Murtini), Emilia  













































commit to user 
 
Status : -Faktor genetik (ikatan orang tua-anak) : Puan Maharani,  
    Gusti Kanjeng Ratu Pembayun 
     -Faktor perkawinan (ikatan suami-istri) : Istri pejabat  
      (Titik Suprapti, Sri Redjeki Handayani, Sri Herminingsih, 
      Wiwin Sulastri, Titik Murtini), Emilia Contessa, Sri  
      Suhartini, dan Wardatul Asriah 
 Ascribed status adalah kedudukan yang diperoleh karena faktor -faktor 
di luar usaha yang nyata seperti faktor kelahiran. Misalnya, status sebagai 
anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Di samping itu status ini 
juga muncul karena ikatan perkawinan. Jika ditarik pada ranah politik maka 
status ini tidak terlepas dari status yang melekat pada orang terdekat dari 
sang aktor politik. Orang terdekat tersebut bisa orang tua (ayah atau ibu), 
kakek, saudara, adik, kakak, atau paman.  
 Dalam kajian ini, kedudukan atau ascribed status perempuan dalam 
berita dibagi menjadi dua garis besar. Pertama, posisi perempuan sebagai 
objek disebabkan karena pertalian darah (genetic factor) antara objek dan 
subjek, misalnya hubungan anak dengan orang tua. Kedua, posisi 
perempuan menjadi objek karena faktor ikatan perkawinan, misalnya 
hubungan suami dengan istri.  
  1) Faktor Genetik (pertalian darah) 
 Status ini tidak mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki sang 
aktor. Media dalam beritanya mewacanakan posisi aktor sebagai kelompok 
yang termarjinalkan karena faktor genetik. Lebih lanjut, masyarakat 
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ataupun pengalaman yang dimiliki oleh sang aktor, melainkan karena 
pengaruh orang-orang terdekat. Dalam berita-berita yang menjadi unit 
analisis peneliti, status yang diberikan kepada aktor tidak terlepas karena ia 
anak atau keturunan orang yang telah diakui kredibilitasnya di panggung 
politik. 
 Berita-berita yang terkait dengan posisi aktor sebagai objek dan 
mendapat status sebagai ascribed status melalui pertalian darah: 
o “Kiemas Amankan Suara Puan di Solo” (Minggu, 22 Maret 2009). 
 Sebagai contoh adalah posisi seorang Puan Maharani menjadi objek 
dalam pemberitaan. Statusnya terbentuk karena dia merupakan anak dari 
mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan Ketua 
MPR, Taufik Kiemas. Kemampuan yang sesungguhnya dimiliki oleh Puan 
menjadi ternetralisir hanya karena status dia sebagai anak dari tokoh politik 
yang telah diakui kredibilitasnya. Kondisi inilah yang pada akhirnya 
memberi celah pada pembaca untuk memberi asumsi yang negatif terhadap 
perempuan. Dengan kata lain, walau Puan memiliki skill murni dalam 
berpolitik namun pandangan masyarakat kemampuan dan ketenarannya atau 
skill politiknya tidak terlepas dari bantuan orang tua. 
 Berita ini menggambarkan sosok Puan Maharani sebagai anak dari 
tokoh PDIP, Taufiq Kiemas dibantu dalam kampanye guna mendulang suara 
pada Pemilu legislatif. Dalam pembahasannya, posisi Puan ditempatkan 
sebagai objek dalam berita dan wartawan melihat Puan dari satu perspektif 
tunggal. Wartawan (media) dengan permainan bahasa memberikan status 
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sadar pembaca menganggap Kiemas sebagai sosok sentral dalam kampanye 
Puan. 
 Perempuan (Puan) pada taraf ini menjadi sosok yang ‘dikasihi’ dan 
bukan dari hasil cerminan kemampuannya sendiri. Kekuatan bahasa yang 
diolah dalam berita ini memang cukup kuat untuk dapat mewacanakan 
sesuatu yang mematikan sosok tertentu dalam berita. Selain itu, konsep 
marjinalisasi dari Sara Mills terlihat dari tidaknya adanya argumen pembela 
dari sosok yang menjadi objek. Artinya, tidak ada keseimbangan argumen 
dalam berita ini sehingga berita dibaca hanya dari perspektif subjek yaitu 
dari sudut pandang Kiemas. 
 Akibatnya, berkembang asumsi keberhasilan Puan tidak didapat secara 
murni dari kemampuannya dalam mencari dukungan. Kata “turun gunung” 
yang disematkan kepada Kiemas memberi asosiasi bahwa demi membantu 
anaknya Kiemas rela ikut mempromosikan anaknya. Status ini yang secara 
tidak sadar melemahkan posisi perempuan dalam politik dan pada akhirnya 
terjadi marjinalisasi pada kaum perempuan pada umumnya.  
o “Sibuk di Golkar, Sultan Utus Putri ke Republikan” (Minggu, 5  
  April 2009).  
 Berita ini mendeskripsikan posisi perempuan dilemahkan karena sang 
aktor yang menjadi objek (Gusti Kanjeng Ratu Pembayun) merupakan anak 
dari aktor yang menjadi subjek (Sri Sultan Hamengku Buwono X). Status 
sebagai anak Sultan memberikan asumsi yang melemahkan dan mencoba 
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ayah menjadi indikator kuatnya faktor genetik mempengaruhi kebijakan-
kebijakan yang sifatnya politis. 
  2) Faktor Perkawinan (ikatan suami-istri) 
 Jika pada pembahasan pertama posisi perempuan dalam pemberitaan 
ditentukan oleh garis keturunan atau faktor genetik, maka pada bagian kedua 
ini posisi perempuan ditentukan oleh ikatan perkawinan. Beranjak dari 
konsep tentang status perempuan, yaitu status karena faktor hubungan 
perkawinan maka berita berikut akan menjelaskan praktek pemarjinalan 
perempuan dalam berita.  
 Berita-berita berikut adalah contoh dari bagaimana kedudukan 
perempuan menjadi objek karena faktor perkawinan:  
o “5 Istri Pejabat Melenggang” (Senin, 13 April 2009) dengan objek 
para istri-istri pejabat di DPRD Sukoharjo. (lihat tabel) 
Tabel 2. Istri-istri pejabat di DPRD Sukoharjo 
CALEG ISTRI PEJABAT PEMKAB SUKOHARJO 
1 Titik Suprapti Istri Bupati 
2 Sri Redjeki Handayani Istri Direktur RSUD 
3 Sri Herminingsih Istri Kabid Pengairan DPU 
4 Wiwin Sulastri Istri Camat Tawangsari 
5 Titik Murtini Istri Kades Sugihan, Kec. Bendosari 
 
 Berita tersebut mendeskripsikan posisi perempuan dijadikan sebagai 
objek dari pemberitaan dengan subjeknya adalah suami dari masing-masing 
aktor. Hal ini ditegaskan dari sebutan mereka sebagai ‘istri pejabat’. Artinya, 
posisi mereka dalam berita dijelaskan dari sudut pandang sang suami, bukan 
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pada melemahnya posisi mereka sebagai aktor yang mampu dalam bersaing 
dalam pemilihan anggota DPRD. 
 Lebih lanjut, kelima anggota DPRD ini dari awal sampai akhir berita 
dipaparkan sebagai Caleg yang berhasil karena faktor suami, dan hanya  
sedikit dari bagian berita yang membahas tentang prestasi mereka dalam 
meraih kursi di DPRD. Di luar mereka memiliki kemampuan dan hak dalam 
memperoleh kursi di DPRD, berita yang diangkat dalam harian Jawa Pos ini 
secara tidak langsung telah membentuk sebuah citra negatif bagi pembaca. 
Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dan duduk menjadi anggota 
DPRD tidak terlepas dari peran suami yang kebetulan adalah pejabat. 
 Jadi, status yang dilabelkan terhadap perempuan pada berita ini 
mengindikasikan mereka hanya sebagai objek dalam struktur sosial di 
masyarakat. Sangat jelas bahwa kedudukan mereka tidak lebih baik dari 
siapa orang dibalik keberhasilan perempuan. Hal inilah pada akhirnya 
mengantarkan perempuan menjadi termarjinalkan dalam berita. 
Ketidakmampuan perempuan untuk menentang status sosial yang telah ada 
diperkuat dengan sebutan sebagai “istri dari suami” dalam berita.  
o “Emilia Contessa, Hemat Sedapil dengan Suami” (Rabu, 25 Maret  
  2009) 
 Embel-embel peran suami dalam kiprah sang istri di dunia politik kian 
menjadi hal yang lumbrah dan wajar. Berita ini mencoba mengangkat kisah 
Emilia Contessa, Caleg yang ‘berbangga hati’ se-Dapil (se-daerah 
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 Secara legal formal, berita ini tidak ada yang salah dan tidak adal hal 
yang patut untuk dibenahi. Namun, jika dikritisi lebih jauh ada semacam 
dampak psikologi bagi perempuan lain yang memahami berita ini dalam 
kontek feminisme. Dengan jelas disebutkan bahwa Emilia Contessa dengan 
rela mengikuti sang suami untuk dapat selalu bersama dengannya. 
Dijelaskan lagi bahwa Emilia tidak mengingkari bahwa dia akan menerima 
konsekuensi jika jauh dari sang suami.  
 Sebenarnya tidak ada yang salah dari keinginannya terlepas dari dia 
seorang istri, namun permasalahan muncul ketika berita ditulis dari 
perspektif wartawan. Dalam konteks yang lain terdapat sebuah wacana yang 
ingin dirangkai bahwa sang aktor (Emilia) memiliki ketergantungan yang 
sangat tinggi terhadap kehadiran suami. Hal ini yang pada akhirnya memberi 
kesan bahwa perempuan tidak dapat mandiri dan tidak memiliki keyakinan 
terhadap kemampuan dirinya sendiri.  
 Berkaca dari perspektif wartawan, posisi perempuan hanya dijadikan 
sebagai bahan pelengkap pemberitaan. Konklusi akhir dari berita tetap milik 
sang suami. Hal ini yang tanpa disadari oleh perempuan sendiri bahwa 
mereka telah terjebak oleh sebuah wacana media tentang kiprah mereka 
sebagai wanita mandiri. Namun, pada kenyataannya profil mereka hanya 
sebatas pendukung dari subjek berita yaitu laki-laki (suami).  
 Konsekuensi logis dari wacana media ini akan berakibat pada 
pandangan sinis masyarakat tentang kiprah perempuan dalam politik. 
Disadari atau tidak di sinilah letak pemarjinalan politik perempuan dalam 
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menjadi objek dengan statusnya sebagai “istri dari suami”. Berita tersebut 
antara lain sebagai berikut.  
o “Sri Suhartini, Lebih Sibuk dari Istri Pangdam” (Senin, 16 Maret  
  2009)  
o “Suryadharma Ali - Wardatul Asriah, Tak Mau Disebut Aji  
  Mumpung” (Jumat, 20 Maret 2009).  
 Posisi perempuan sebagai istri dari suami menjadi premis yang 
menyebabkan perempuan sebagai objek dalam berita. Ikatan perkawinan 
membuahkan dilema bagi perempuan untuk berperan dalam berita. Berita 
dengan judul  “Sri Suhartini, Lebih Sibuk dari Istri Pangdam” merupakan 
salah satu dari sekian berita yang menciptakan posisi perempuan sebagai 
objek dari sebuah ikatan perkawinan. Keempat berita tersebut di atas dengan 
jelas mendeskripsikan perempuan sebagai objek dengan kedudukannya 
sebagai ascribed status melalui ikatan perkawinan.   
 b) Acbieved Status  
 Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang kedudukan aktor yang bisa 
berstatus sebagi ascribed status dan achieved status. Artinya, jika posisi 
aktor sebagai subjek maka besar kemungkinan terbentuk achiecved status 
dalam berita.  Namun, jika posisi aktor dalam berita sebagai objek maka 
kecil kemungkinan kedudukan yang diberikan dengan usaha-usaha yang 
disengaja akan di diperlihatkan. Faktor-faktor (prestasi, kemampuan politik, 
dan pengalaman politik atau senioritas) yang mendukung tercapainya 
kedudukan sebagai achieved status dalam posisi sebagai objek tidak ada jika 
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   2. Peranan (Role) 
 Aspek Analisis : Peranan 
 Variasi  : Peran Overt  
      Peran Covert 
 Kembali pada masalah peranan aktor dengan posisi subjek dalam 
berita. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian awal jika peranan 
adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status, artinya ada sinkronisasi 
yang erat antara kedudukan dengan status. Dengan kata lain, peranan 
muncul karena kedudukan seseorang dalam suatu tatanan masyarakat. 
Kaitannya dengan marjinalisasi perempuan adalah ketika peranan aktor 
dalam berita dijadikan atribut untuk melemahkan posisi mereka.  
 Pada bagian awal juga telah dijelaskan Biddle dan Thomas membagi 
peran menjadi dua garis besar. Pertama peran publik (peran overt), dan yang 
kedua adalah peran pribadi (peran covert). Keduanya menjelaskan fungsi 
dari kedudukan sesuai dengan domain peran masing-masing aktor. 
 a) Peran overt 
 Senada dengan yang telah dijelaskan pada bagian awal, peran overt 
berlaku dan dimainkan dalam domain publik. Kaitannya dengan posisi aktor 
sebagai objek tergambar dalam argumen-argumen yang melemahkan posisi 
perempuan pada tataran fungsi dari kedudukan yang diemban oleh aktor. 
Artinya, berita-berita yang ada menggambarkan peran aktor yang bergeser 
dari poros utama dalam kedudukannya.  
 Berbeda dengan peran overt dalam posisi subjek, aktor dalam 
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argumen-argumen yang ada. Pelemahan ini yang pada akhirnya menyeret 
perempuan ke dalam labirin pemarjinalan. Namun, dalam pengamatan 
peneliti sejauh ini tidak ada berita-berita Jawa Pos yang mewacanakan 
pelemahan peran aktor melalui peran overt-nya.  
  b) Peran covert  
Variasi : Peran Covert  
 Berita :  “Emilia Contessa, Hemat Sedapil dengan Suami” (Rabu,  
     25 Maret 2009) 
 Aktor : Emilia Contessa 
Peran : Peran ganda Emilia Contessa sebagai seorang istri (ranah  
   domestik) dan peran legislator (ranah publik) 
 Berbanding terbaik dengan peran overt yang berlaku pada bagian 
posisi aktor sebagai subjek, peran covert aktor sebagai objek terdapat isu-isu 
yang mengarahkan perempuan ke arah pemarjinalan. Sebagai contoh adalah 
peran seorang ibu dalam mengurus keluarga atau rumah tangga. Isu tersebut 
menjadi kambing hitam untuk akses mereka agar dapat berperan lebih jauh 
di ranah politik. Selain itu, peran istri yang bergantung terhadap kedudukan 
suaminya juga menjadi ajang dalam menghambat perempuan untuk dapat 
maju dalam karir politiknya.  
 Menjadi ironis ketika pada bagian awal berita menggambarkan opini 
dan argumen yang pro terhadap perempuan. Dengan kata lain, dalam bagian 
awal beritannya perempuan digambarkan sebagai perempuan yang layak 
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penggabungan peran pribadi (peran covert) dan peran publik (peran overt). 
Berita tentang penggabungan peran tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
o  “Emilia Contessa, Hemat Sedapil dengan Suami” (Rabu, 25 Maret 
2009) 
Dalam berita ini, isu marjinalisasi terindikasi ketika peran covert atau 
peran di ranah domestik atau pribadi disejajarkan dengan peran overt. Peran 
pribadi berupa mengurus keluarga menjadi permasalahan ketika disatukan 
dengan peran perempuan sebagai legislatif.  Akibatnya, berita yang muncul 
memberi perspektif negatif terhadap pembaca. Pasalnya, perempuan 
dianggap tidak memiliki kemampuan dalam manajemen waktu. Selain itu, 
hal lain yang jadi masalah adalah ketika perempuan dicap tidak konsisten 
dalam menentukan pilihan, apakah mengabdi untuk keluarga atau pada 
lembaga dan konstitusi.   
 Berita di atas dikategorikan sebagai berita yang memarjinalkan 
perempuan melalui penggabungan peran. Artinya, pelemahan aktor  
berdasarkan argumen-argemen atau opini yang mengarahkan perempuan 
pada mensejajarkan peran antara peran pribadi dan peran publik. Jadi, yang 
perlu disoroti adalah marjinalisasi perempuan terjadi pada saat terjadi 
pergerseran peran perempuan dan perubahan ini diwacanakan dalam berita. 
3. Profesi  
Aspek Analisis : Profesi 
Variasi  : Popularitas  
Berita  : “Tere: Nyaleg Modal Rp 10 Juta” (Minggu, 1  
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      “Venna dan Tere Optimis ke Senayan” (Kamis, 5  
     Maret 2009) 
     “Ikang Fawzi-Marissa Haque: Tak Bersaing, Kerja 
    Bareng Bikin Media Kampanye” (Senin, 9 Maret  
    2009) 
Aktor  : Tere, Venna Melinda, Marissa Haque  
Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa perempuan termarjinalkan 
dalam berita tatkala aktor dalam posisi sebagai objek.  Sedangkan jika posisi 
perempuan sebagai subjek kecil kemungkinan terjadi pemarjinalan. Hal ini 
disebabkan pada saat popularitas atas profesi aktor dijadikan kambing hitam 
untuk mengukur kemampuan aktor dalam panggung politik. 
Media dengan wacana marjinalisasinya mencoba untuk ‘mengurai’ 
aspek-aspek popularitas aktor sebagai sesuatu yang mendukung kemampuan 
politik sang aktor. Sedangkan fakta dan realitas sebenarnya tidak seperti 
yang diwacanakan. Nah, disinilah letak bagaimana sang aktor dilemahkan 
aksesnya untuk dapat berkiprah di ranah politik. 
  Popularitas 
 Popularitas atau ketenaran aktor dalam kajian peneliti bukan suatu hal 
yang menguntungkan bagi perempuan dari sisi personal. Artinya, sesuatu 
yang mereka banggakan sebagai entertain tidak berlaku dalam posisi mereka 
dalam suatu lembaga atau struktural partai. Dengan kata lain, status yang 
mereka dapat dalam ranah hiburan tidak serta-merta diikuti dalam ranah 
politik. Effendi Gazali menjelaskan dalam kajian ilmu komunikasi politik, 
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khususnya televisi dalam pembuatan atau pernyataan yang memiliki akibat 
politik, terutama yang berkaitan dengan publik 
(http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/07/00595869/ketika.selebritis.b
erpolitik.kosong/26/10/2010). 
 Penjelasan di atas memberi asumsi jika artis digunakan sebagai vote 
getters untuk meningkatkan popularitas partai politik, yang nantinya dapat 
mempengaruhi keputusan saat pemilihan umum. Dampaknya, dengan 
pemberitaan media yang mengkorelasikan popularitas aktor dalam panggung 
hiburan dengan panggung politik secara tidak langsung telah melemahkan 
posisi perempuan sendiri. Lebih konkrit lagi, berita membentuk sebuah citra 
bahwa kesempatan berpolitik perempuan tidak terlepas dari popularitas yang 
dimilikinya.  
 Keyakinan ini merebak ketika media dalam beritanya mencoba 
memaparkan argumen-argumen dari sudut ketenaran sang aktor. Arti lain, 
konsep marjinalisasi kian kentara tatkala isu-isu popularitas atau ketenaran 
menjadi kata kunci dalam berkiprah di panggung politik.  
 Beberapa berita yang melihat sudut pandang aktor dari sisi popularitas 
yaitu,   
o “Tere: Nyaleg Modal Rp 10 Juta” (Minggu, 1 Maret 2009) 
o “Venna dan Tere Optimis ke Senayan” (Kamis, 5 Maret 2009) 
o “Ikang Fawzi-Marissa Haque: Tak Bersaing, Kerja Bareng Bikin 
Media Kampanye” (Senin, 9 Maret 2009) 
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 Keempat berita di atas, walau tidak secara gamblang menguraikan 
popularitas sebagai kendaraan menuju ranah politik, namun wacana 
marjinalisasi lewat kepopuleran bisa dilihat. Aktor-aktor berita (Tere, 
Venna, Marrisa Haque, dan Emilia Contesaa) diarahkan pada posisi yang 
memiliki nilai jual dalam panggung politik. Popularitas dan ketenaran aktor 
menjadi ukuran nilai jual tersebut. Wacana yang muncul adalah popularitas 
dapat menentukan posisi tawar partai politik dalam skala kelembagaan, tapi 
bukan dalam skala personal. Pada akhirnya paradigma ini membuat posisi 
perempuan menjadi termarjinalkan dalam kancah politik.      
 
2. Pasivasi Aktor 
 Model  : Dilihat dari Faktor Pasivasi 
 Aspek Analisis : Penghilangan dan Penyamaran Aktor 
 Variasi  : Penghilangan Aktor (Perspektif laki-laki dan  
      Perspektif perempuan 
      Penyamaran Aktor (Delegitimasi perempuan dan  
      Jabatan di struktural partai 
 Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam berita-berita yang sensitif 
gender, aktor tidak terlepas dari pelemahan peran. Perempuan diskenariokan 
untuk terjebak dalam dimensi penghilangan peran. Artinya, perempuan 
dengan sengaja dibuat untuk tidak berpengaruh atau tidak mempunyai 
kesempatan untuk menunjukan kemampuan diri sesungguhnya dalam berita. 
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berdampak pada marjinalisasi yang orientasinya pada penghambatan akses 
mereka pada bidang tertentu. 
 Sebenarnya, dalam kajian wacana Van Leeuwen ada beberapa strategi 
bagaimana suatu aktor dikeluarkan (exclusion) dari sebuah berita. Paling 
tidak menurut Van Leeuwen ada tiga cara aktor dihilangkan perannya dalam 
sebuah berita. Pertama adalah aktor dipasivasikan. Pasivasi ini bisa dalam 
bentuk penghilangan peran atau bisa dalam bentuk pelemahan posisi aktor 
dalam berita. Kedua adalah strategi aktor dikeluarkan dari berita melalui 
nominalisasi aktor. Ketiga, adalah dengan cara pergantian anak kalimat 
(Eriyanto, 2008: 173-174). Ketiganya saling bersinergi dalam menentukan 
arah sebuah pemberitaan.  
 Di antara ketiga strategi tersebut, model pasivasi menjadi sorotan 
utama peneliti dalam menganalisis isu-isu pemarjinalan perempuan dalam 
berita-berita yang dipublikasikan oleh harian Jawa Pos. Alasan menjadikan 
pasivasi sebagai sorotan utama adalah karena pasivasi merupakan tema 
sentral dalam setiap pembahasan mengenai marjinalisasi aktor dalam berita 
terutama dalam penelitian kualitatif. Selain itu, pasivasi merupakan dasar 
utama dalam analisis wacana Van Leeuwen tentang exlusion seorang aktor 
dalam sebuah berita. Sedangkan untuk nominaliasasi atau pergantian anak 
kalimat tidak menjadi pembahasan peneliti karena keduanya lebih 
cenderung mengarah kepada penelitian yang sifatnya kuantitatif khususnya 
dalam kajian analisis isi. 
 Lebih jauh, hal di atas sesuai dengan argumen Van Leeuwen (dalam 
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sentral dalam analisis wacana. Van Leeuwen berpandangan bahwa pada 
dasarnya pasivasi adalah proses bagaimana suatu kelompok aktor tertentu 
tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Argumen inilah 
yang menjadi dasar bagi peneliti untuk menyimpulkan bahwa pasivasi 
merupakan fokus utama untuk bagian kedua dalam melihat marjinalisasi 
aktor (perempuan) dalam sebuah berita. 
 Masih menurut Van Leeuwen, salah satu cara klasik untuk melihat 
pasivasi aktor dalam berita adalah dengan membuat kalimat dalam bentuk 
kalimat pasif. Artinya, lewat pemakaian kalimat pasif, aktor dapat tidak 
hadir dalam teks, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kalimat yang 
berstruktur aktif, hal tersebut berakibat pada wacana marjinalisasi yang kian 
menjadi kuat dalam sebuah berita. Namun, dalam pembahasan ini peneliti 
tidak akan membahas marjinalisasi pada tataran teks namun melihat praktek 
marjinalisasi pada tataran makna tersirat. 
 Setelah mencermati berita-berita yang ada di harian Jawa Pos terkait 
pasivasi aktor dalam berita maka disimpulkan dua cara perempuan 
dimarjinalkan melalui model pasivasi. Cara-cara yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
o  Penghilangan Peran Aktor 
o  Penyamaran Peran Aktor. 
 a. Penghilangan Peran Aktor   
 Aspek Analisis : Penghilangan Peran Aktor 
 Variasi  : Perspektif Laki-laki (superioritas dan ekslusifitas  
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    : Perspektif Perempuan (isu agama dan isu   
      pelanggaran hukum) 
  Penghilangan peran aktor dapat diartikan sebagai usaha untuk 
meniadakan atau mengarahkan aktor untuk tidak terlibat dalam berita. 
Strategi penghilangan ini dapat dilihat dengan beberapa indikator. Indikator 
tersebut diklasifikasikan menjadi dua perspektif yang berbeda, pertama 
dilihat dari perspektif laki-laki dan yang kedua dilihat dari perspektif 
perempuan.  
  1. Perspektif Laki-laki 
 Variasi  : Perspektif Laki-laki  
 Subvariasi  : Superioritas laki-laki 
      Ekslusifitas laki-laki        
  Jika dilihat dari perspektif laki-laki, banyak ditemukan indikator yang 
mengarahkan penghilangan peran perempuan dalam berita. Priyo 
Soemandoyo (1999: 58) menjelaskan, laki-laki lebih sering ditampilkan 
sebagai sosok yang besar agresif, prestasif, dominan, superior, asertif, dan 
memiliki mitos sebagai pelindung. Sesuai data yang dimiliki berupa berita-
berita pemarjinalan perempuan, maka dipilih superioritas dan ekslusifitas 
laki-laki dalam berita sebagai indikator yang mewakili. Kedua indikator 
tersebut pada akhirnya membawa citra negatif yang berakibat pada 
marjinalisasi perempuan.   
  a) Superioritas Laki-laki 
 Variasi  : Perspektif Laki-laki  
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Berita  : Di Klaten, Suara Gus Dur buat Mega”  
     (Senin, 1 Maret 2009) 
    “Prabowo Incar Yenny Wahid Jadi Cawapres”  
     (Senin, 16 Maret  2009) 
    “Sibuk di Golkar, Sultan Utus Putri ke Republikan”     
     (Minggu, 5  April 2009) 
 Aktor  : Gus Dur, Prabowo Subianto, Sri Sultan 
 Aspek superior : Kekuasaan, faktor genetik, jabatan, materi 
 Dalam beberapa berita, wacana penghilangan peran perempuan 
dilakukan dengan memunculkan sosok laki-laki yang superior. Di sisi lain  
perempuan menjadi aktor yang inferior dengan argumen-argumen 
meniadakan kehadiran perempuan. Seperioritas laki-laki dalam hal ini 
terlihat dari tampilan sosok laki-laki yang sempurna dan tanpa cela, 
sehingga menghilangkan peran perempuan dalam berita. 
 Lebih lanjut, kesuperioran laki-laki tergambar dari beberapa indikasi 
yang dalam berita dapat dilihat secara nyata. Superior diartikan sebagai 
sosok yang mempunyai kuasa dan kekuatan. Sejalan dengan itu, 
Poerwadarminta (1976: 979) mendefinisikan superioritas sebagai sesuatu 
yang diunggulkan. Artinya, sifat-sifat unggul ini melekat dan menjadi 
senjata bagi seseorang.  Kedua aspek inilah yang selanjutnya mendikte peran 
perempuan dalam berita. Kekuatan (power) menjadi senjata bagi laki-laki 
untuk melucuti kehadiran perempuan dalam berita. Dan, kekuatan ini terlihat 
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 Walaupun kehadiran laki-laki dalam berita tidak selalu superior, 
namun terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian isu-isu penting dalam 
berita. Akibatnya, terjadi mis-persepsi dalam benak pembaca dalam 
menginterpretasi makna dari berita yang dipublikasikan. Mis-persepsi ini 
akan berlanjut pada pelemahan perempuan dalam hal citra positif dalam 
ranah politik. 
 Berikut berita yang menampilkan sosok laki-laki yang superior dalam 
berita: 
o  “Di Klaten, Suara Gus Dur buat Mega” (Senin, 1 Maret 2009) 
 Berita ini meletakan sosok Gus Dur sebagai orang yang memiliki 
kesuperioran, baik dalam bidang kekuasaan maupun jabatan. Keduanya 
aspek tersebut menjadikan aktor lain dalam berita hilang. Wacana yang 
terkandung menggambarkan jika kekuasaan dan jabatan penting seorang 
Gus Dur berdampak pada banyaknya pengikut dan partisipan Gus Dur.  
 Hal ini berimbas pada citra superior pada sosok Gus Dur. 
Penghilangan aktor (dalam hal ini Megawati) terjadi ketika sosok Gus Dur 
yang superior dan memiliki banyak pengikut memberi dukungan suara 
terhadap Megawati. Isu penghilangan aktor kian kentara ketika pembaca 
mempersepsi bahwa suara yang diperoleh Megawati karena sosok seorang 
Gus Dur yang memiliki kekuasaan dan jabatan penting.  
o  “Prabowo Incar Yenny Wahid Jadi Cawapres” (Senin, 16 Maret 
 2009) 
 Dalam berita ini, sosok sentral sebagai seorang yang memiliki citra 
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siapa saja orang yang bisa membantunya. Dalam berita sosoknya lebih 
dominan dibanding dengan Yenny Wahid yang akan diajak bekerja sama. 
Berita lebih memfokuskan sosok Prawobo sebagai Ketua umum partai yang 
mengincar Yenny Wahid sebagai juru kampanye.  
 Kehadiran Yenny hanya sebagai pelengkap dalam berita tersebut 
karena kesuperioran Prawobo menghilangkan kehadiran Yenny Wahid. 
Penghilangan terjadi ketika berita memberi porsi yang dominan terhadap 
Prabowo, sehingga kehadiran Yenny dalam berita tidak kelihatan.  
o  “Sibuk di Golkar, Sultan Utus Putri ke Republikan” (Minggu, 5 
 April 2009).  
  Tidak jauh berbeda dengan dua berita di atas, pada berita ketiga ini, 
sosok superior masih dipegang laki-laki. Dalam berita ini kesuperioran di 
pegang oleh Sri Sultan, sedangkan aktor (perempuan) yang menjadi korban 
penghilangan peran dalam berita adalah sang putri.  
 Kekuasaan dan jabatan menjadi barometer dalam kesuperioran laki-laki, 
disamping power yang dimiliki. Kekuatan dan kekuasaan seorang ayah telah 
mendominasi orang lain, termasuk putrinya sendiri. Dalam wacana media 
posisi laki-laki ditonjolkan dengan judul yang mengarahkan pembaca bahwa 
sang ayah begitu dominan dan sang anak patuh dan menurut dengan 
keinginan sang ayah. Persepsi ini muncul di luar kontek suka atau tidak suka 
dengan pilihan tersebut. Namun, pada tataran wacana kekuatan dan 
dominasi ayah (laki-laki) menghilangkan peran anak (perempuan) yang 
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 Jadi, dapat disimpulkan berita-berita di atas memberi gambaran 
bagaimana kekuatan (power), kekuasaan, dan jabatan yang dimiliki laki-laki 
menjadi instrumen penting dalam proses penghilangan peran pihak yang 
lebih inferior, dalam hal ini adalah perempuan. Sebagai contoh adalah 
bagaimana kuat dan urgennya power yang dimiliki Sultan, Prabowo, 
maupun Gus Dur dalam mendikte perempuan sebagai pihak yang inferior 
dalam berita.    
   b) Ekslusifitas laki-laki 
 Variasi  : Perspektif Laki-laki  
 Subvariasi  : Ekslusifitas laki-laki 
  Berita  : “Ikang Fawzi-Marissa Haque: Tak Bersaing, Kerja 
       Bareng Bikin Media Kampanye” (Senin, 9 Maret  
      2009) 
    “Emilia Contessa, Hemat Sedapil dengan Suami”  
     (Rabu, 25 Maret 2009) 
 Aktor  : Ikang Fawzi, Usamah Al Hadad 
 Aspek ekslusif : Status sebagai suami  
   Tidak jauh berbeda dengan aspek pertama yang sebagaimana dibahas 
di atas, ekslusifitas laki-laki juga berkaitan dengan keistimewaan yang 
dimiliki oleh laki-laki dan mengabaikan peran perempuan dalam berita. 
Pandangan yang subjektif ini kian menyudutkan posisi perempuan. Sedikit 
berbeda dengan poin pertama, pada bagian ini ekslusifitas didukung dengan 
senjatanya berupa keistimewaan dan keunggulan yang dimiliki oleh laki-laki 
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   Keistimewaan dan keunggulan ini berakar pada status yang terbentuk 
antara laki-laki dan perempuan berupa ikatan perkawinan. Salah satu contoh 
adalah ketika rasa hormat seorang istri terhadap suami dicerminkan ke 
dalam citra ekslusif seorang suami. Wacana yang terkandung dalam berita 
menggambarkan bagaimana perempuan dihilangkan ‘kehadirannya’ melalui 
citra ekslusif yang diberikan kepada sosok laki-laki. Akibatnya, peluang 
mereka untuk dapat eksis dalam isu-isu penting dalam berita kita jauh dari 
harapan. 
   Berikut adalah berita-berita yang mendeskripsikan secara tersirat 
perempuan dimarjinalkan dalam berita melalui strategi penghilangan peran 
dan fungsinya : 
o  “Ikang Fawzi-Marissa Haque: Tak Bersaing, Kerja Bareng Bikin 
 Media Kampanye” (Senin, 9 Maret 2009) 
 Ikatan perkawinan memberi efek sedemikian luas terhadap posisi 
perempuan dalam pemberitaan. Dalam hal ini posisi perempuan sebagai istri 
dari suami membawa mereka pada posisi yang tidak menguntungkan. Berita 
ini misalnya dijelaskan ekslusifitas Ikang Fawzi sebagai suami Marissa 
Haque menutup akses perempuan dalam politik.  
 Hal ini dilihat dari berita yang mendeskripsikan Ikang Fawzi sebagai 
sosok yang unggul dan istimewa di mata istrinya. Kondisi ini berakibat pada 
kepercayaan dan citra perempuan (Marissa Haque) menjadi turun. Padahal 
dalam tujuan yang akan dicapai, keduanya memiliki kemampuan yang sama. 
Namun, marjinalisasi terjadi ketika sang suami diwacanakan lebih unggul 
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 Berikut adalah contoh berita lain yang menggambarkan sosok suami 
begitu unggul dan istimewa di mata istrinya sehingga kian menjadikan laki-
laki menjadi ekslusif. 
o  “Emilia Contessa, Hemat Sedapil dengan Suami” (Rabu, 25 Maret  
 2009) 
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa citra ekslusif yang 
dilabelkan kepada para suami malah menjadi cambuk bagi pagi para istri. 
Alasannya, citra ekslusif atau citra istimewa yang melekat kuat pada sosok 
laki-laki (suami) malah menjadikan perempuan sebagai pihak yang tidak 
istimewa atau tidak punya andil dalam partisipasi politik. Jadi, citra ekslusif 
terhadap laki-laki menjadi dasar untuk melemahkan posisi dan peran 
perempuan dalam berita. 
   2. Perspektif Perempuan 
 Variasi  : Perspektif Perempuan  
 Subvariasi  : Isu Agama  
     Isu Pelanggaran Hukum 
 Selain dilihat dari perspektif laki-laki, penghilangan aktor dari berita 
dapat juga  dilihat dari perspektif perempuan. Dari perspektif perempuan 
maka wacana yang terlihat berupa sisi dari sosok perempuan yang 
melemahkan. Beberapa berita memaparkan secara tersirat indikator-
indikator bagaimana perempuan dihilangkan perannya dalam berita. 
Beberapa indikator dari perspektif perempuan yang mengarahkan mereka 
pada penghilangan peran dalam berita berupa isu agama dan isu pelanggaran 
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a) Isu Agama 
 Variasi  : Perspektif Perempuan 
 Subvariasi  : Isu Agama 
 Berita  : “Berjilbab, Didukung Pendeta” (Rabu, 25 Maret  
      2009) 
       “Tifatul Syaratkan Capres Bukan Mega” (Sabtu,  
       21 Maret 2009) 
 Aktor  : Asrianty Purwantini, Megawati Soekarno Putri 
 Isu   : Pemakaian jilbab, perempuan sebagai pemimpin 
Dari perspektif perempuan terdapat beberapa berita yang 
menggambarkan isu agama menjadi penghalang bagi perempuan dalam 
berpolitik. Isu agama ini menjadi alat bagi media untuk mewacanakan agar 
perempuan dihilangkan perannya dalam berita. Berikut berita yang 
menggambarkan isu agama sebagai alat untuk menghilangan peran 
perempuan dalam berita.   
o “Berjilbab, Didukung Pendeta” (Rabu, 25 Maret 2009) 
   Isu agama menjadi sorotan ketika atribut-atribut keagamaan menjadi 
bahan perdebatan. Dalam hal ini penggunaan atribut keagamaan berupa 
jilbab bagi perempuan menjadi penghambat akses sehingga menghilangkan 
peran perempuan. Pasalnya, ada larangan secara tidak langsung bagi 
perempuan yang berjilbab untuk masuk dalam sistem kepartaian yang tidak 
berazaskan keislaman.  
   Dalam berita ini dideskripsikan perjuangan Asrianty Purwantini untuk 
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dengan atribut keagamaan. Dalam hal ini Purwantini yang mengenakan 
jilbab lebih memilih partai Damai Sejahtera (PDS) yang selama ini dikenal 
berbasis massa Kristiani. Permasalahannya, ketika isu ini menjadi 
perdebatan di dalam berita. Secara tidak langsung atribut keagamaan yang 
dikenakan perempuan menjadi alasan ketika perempuan masuk ranah 
politik. Lebih jauh, isu berupa atribut keagamaan ikut menghilangkan fungsi 
dan peran mereka dalam berita. 
o  “Tifatul Syaratkan Capres Bukan Mega” (Sabtu, 21 Maret 2009) 
   Isu agama dalam kancah politik terus bergulir, hal ini terlihat dari 
wacana berita yang berjudul “Tifatul Syaratkan Capres Bukan Mega”. 
Seperti kita ketahui bahwa Tifatul merupakan Presiden DPP Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) yang mengusung ideologi Islam dalam partainya. Menjadi 
permasalahan ketika dalam Islam perempuan tidak diperbolehkan menjadi 
pemimpin bagi laki-laki dan aturan ini diterapkan dalam ranah perpolitikan. 
Hal inilah yang akhirnya menjadikan isu agama menjadi penghambat bagi 
perempuan untuk berpolitik. Berita berikut menjadi gambaran bagaimana 
perempuan dihilangkan perannya melalui isu agama. 
   Jika melihat permasalahan secara holistik maka pola pikir seperti ini 
perlu untuk dibenahi mengingat sistem yang dianut oleh Indonesia, yaitu 
demokrasi. Artinya, setiap warga negara berhak untuk memilih partai politik 
yang sejalan dengan idealisme mereka. Jadi, isu agama yang melemahkan 
perempuan melalui atribut-atribut keagamaan sebaiknya patut dikaji ulang.  
b) Isu Pelanggaran Hukum 
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 Subvariasi  : Isu Pelanggaran Hukum 
   Berita  : “Caleg Pembagi Uang Dipolisikan” (Selasa, 17  
          Maret 2009) 
   “Tuti Resmi Tersangka” (Kamis, 19 Maret 2009) 
   “Jaksa-Polisi Beda Pendapat” (Sabtu, 28 Maret  
    2009) 
   “Kasus Tuti Disidang Maraton” (Selasa, 31 Maret  
    2009) 
   “Akhirnya Dihukum Enam Bulan” (Kamis, 2 April  
   2009) 
 Aktor  : Tuti Indarsih Loekman Sutrisno 
 Isu   : Politik uang saat kampanye 
   Segala cara dilakukan untuk memojokan kaum perempuan melalui 
berbagai isu pemberitaan yang pada akhirnya manghambat akses perempuan 
dalam berpolitik. Setelah membedah satu per satu berita-berita yang dimuat 
di harian Jawa Pos disimpulkan bahwa isu pelanggaran hukum menjadi 
salah satu formula yang nantinya menghilangkan peran perempuan dalam 
berita. Isu pelanggaran hukum yang dimaksud adalah tindakan melakukan 
politik uang (money politic) saat kampanye. 
   Isu melakukan pelangaran hukum menjadi tema yang menarik untuk 
dijadikan pembahasan dalam analisis wacana ini. Apa sebab? Karena 
pemberitaan frontal yang dilakukan harian Jawa Pos menjadikan citra 
perempuan menjadi luntur. Artinya, intimidasi yang dilakukan media 
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perempuan menjadi miris. Hal inilah yang secara tidak langsung 
menghilangkan peran dan menggoyahkan posisi perempuan dalam 
pemberitaan. Dampak ekstremnya adalah berupa marjirnalisasi perempuan. 
   Jatuh pada kesimpulan bahwa citra yang dibentuk oleh media melalui 
pemberitaan yang frorntal dan terus-menerus mengakibatkan pandangan 
masyarakat terhadap perempuan menjadi buruk. Perlu juga dicatat bahwa 
proses jurnalistik yang berlangsung secara prosedural tidak ada kesalahan. 
Namun, praktik wacana terjadi ketika isu pelanggaran hukum tersebut 
menjadi booming dan seakan-akan menjustifikasi semua perempuan.    
   Berikut adalah berita-berita yang menggambarkan sosok perempuan 
(Tuti Indarsih Loekman Sutrisno) yang dipojokan melalui isu money politic 
saat kampanye. 
o  “Caleg Pembagi Uang Dipolisikan” ( Selasa, 17 Maret 2009) 
o  “Tuti Resmi Tersangka” (Kamis, 19 Maret 2009) 
o  “Jaksa-Polisi Beda Pendapat” (Sabtu, 28 Maret 2009) 
o  “Kasus Tuti Disidang Maraton” (Selasa, 31 Maret 2009) 
o  “Akhirnya dihukum Enam Bulan” (Kamis, 2 April 2009) 
Kelima berita di atas merupakan gambaran bagaimana isu pelanggaran 
hukum menjadi suatu yang booming dan menjadi sorotan saat itu. Walaupun 
terbukti bersalah namun, perlakuan dalam berita tidak menunjukan 
keberpihakan terhadap perempuan. Hal ini terlihat dari kata-kata atau 
argumen-argumen yang digunakan oleh media dalam memojokan Tuti 
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  b. Penyamaran Peran Aktor 
 Aspek Analisis : Penyamaran Peran Aktor 
 Variasi  : Delegitimasi Perempuan  
      Jabatan Perempuan di Struktural Partai 
 Sedikit berbeda dengan strategi penghilangan peran aktor dalam berita, 
strategi penyamaran peran aktor juga menimbulkan kesan yang tidak 
berpihak pada perempuan. Hal yang perlu digarisbawahi bahwa penyamaran 
aktor belum sampai pada tahap dimana perempuan dihilangkan perannya  
dalam berita. Poin pentingnya adalah bagaimana perempuan diarahkan 
melalui isu-isu tertentu sehingga menggoyahkan peran dan posisi mereka 
dalam berita.  
 Beberapa indikator terjadinya penyamaran peran dan fungsi 
perempuan dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama, penyamaran 
dilakukan melalui proses delegitimasi, dan yang kedua melalui jabatan atau 
posisi perempuan di struktural partai. Kedua isu tersebut menjadi tolok ukur 
bagaimana wacana pemarjinalan perempuan terjadi melalui penyamaran 
peran dan posisi aktor.  
   1. Delegitimasi Perempuan 
 Variasi  : Delegitimasi terhadap perempuan  
  Berita  : “Prabowo Incar Yenny Wahid Jadi Cawapres”  
          (Senin, 16 Maret 2009) 
      “Tifatul Syaratkan Capres Bukan Mega” (Sabtu, 21 
       Maret 2009) 
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 Delegitimasi berhubungan dengan bagaimana seorang aktor dalam 
berita dianggap tidak absah. Legitimasi menggambarkan aktor dalam berita 
sebagai seseorang yang merasa benar, merasa eksis, merasa superior, dan 
mempunyai dasar pembenar dalam melakukan suatu tindakan (Eriyanto, 
2008: 127). Legitimasi sendiri menurut Aquarini P Prabasmoro (2006: 33) 
merupakan dari aturan-aturan yang dibuat untuk memastikan bahwa sistem 
yang berjalan di dalam suatu masyarakat adalah sesuai dengan keinginan 
penguasa masyarakat itu sendiri. Artinya, ketika perempuan adalah anggota 
masyarakat yang sejajar dengan laki-laki, diciptakan aturan-aturan sehingga 
tatanan kekuasaan itu tetap sesuai dengan ideologi patriarki yang mendasari 
struktur masayarakat. 
     Lebih lanjut, Eriyanto menjelaskan praktik delegitimasi menekankan 
bahwa hanya kelompok sendiri (kami) yang benar, sedangkan kelompok lain 
tidak benar, tidak layak, dan tidak absah. Cara terjadinya delegitimasi pun 
beragam, biasanya delegitimasi ditujukan bagi kaum atau golongan yang 
minoritas. Delegitimasi dapat dilakuan dengan otoritas dari seseorang, 
apakah itu intelektual, ahli tertentu atau pejabat yang mempunyai jabatan 
politik strategis. Otoritas tersebut menekankan bahwa hanya mereka yang 
layak berbicara, absah, dan punya otoritas intelektual.  
   Berikut berita yang menggambarkan bagaimana perempuan menjadi 
korban atas legitimasi laki-laki yang pada akhirnya menyamarkan peran 
mereka dalam berita.  
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Berita ini menyiratkan delegitimasi terhadap perempuan melalui 
keotoritasan laki-laki. Pihak yang dianggap mempunyai legitimasi adalah 
Prabowo dan yang dideligitimasi adalah Yenny Wahid. Pasalnya, otoritas 
berupa jabatan politik yang strategis dari Prawobo membentuk asumsi jika 
ia bebas menentukan siapa yang mendampingi sebagai Cawapres. Dalam 
kasus ini Yenny sebagai pihak yang inferior dan kurang absah sehingga 
menjadi opsi Cawapres.  
Selain itu penggunaan kata “incar” dalam judul juga memberi indikasi 
jika Yenny menjadi pihak yang dilemahkan posisinya dalam berita. 
Sedangkan Prabowo menjadi penentu dan punya kewenangan dalam 
menentukan alur pemberitaan. Tidak dipungkiri juga jika opini tentang siapa 
yang didelegitimasi sifatnya sangat subjektif. Namun, teori tentang 
penyamaran peran aktor melalui wacana delegitimasi mengarahkan kepada 
kesimpulan jika Yenny dalam posisi tersebut berada dalam praktek 
marjinalisasi.   
o  “Tifatul Syaratkan Capres Bukan Mega” (Sabtu, 21 Maret 2009) 
Berita selanjutnya juga mengisyaratkan terjadi delegitimasi terhadap 
perempuan. Dalam kasus ini delegitimasi tidak terjadi karena otoritas 
jabatan politik, namun atas dasar ketidaklayakan Megawati yang 
diungkapkan oleh Tifatul. Diluar apapun alasan ketidaklayakan tersebut, 
namun perempuan (Megawati) telah menjadi korban dari strategi 
penyamaran aktor melalui strategi delegitimasi.   
Setelah dianalisis, proses penyamaran aktor dengan strategi 
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keabsahan. Kata kunci tersebut menjadi senjata bagi laki-laki untuk 
melegitimasi perempuan dalam sektor politik.  Kedua berita tersebut secara 
tersirat menggambarkan bagaimana perempuan dideligitimasi oleh pihak 
lain yang mempunyai otoritas yang tinggi.  
Yenny Wahid dan Megawati dalam hal ini menjadi pihak yang di-
delegitimasi sedangkan Prabowo dan Tifatul adalah pihak yang punya kuasa 
untuk melegitimasi. Dalam berita ini dideskripskan bahwa laki-laki 
mempunyai otoritas baik dari segi intelektual maupun jabatan politik 
dibanding dengan perempuan. Namun, Megawati menjadi pengecualian 
dalam hal otoritas jabatan politik karena seperti diketahui ia merupakan 
Ketua Umum PDI-P. 
  2. Jabatan di Struktural Partai 
 Variasi  : Jabatan Perempuan di Struktural Partai 
 Berita  : “Caleg Perempuan Lolos Terancam Turun: Lemah 
       karena tidak Kuasai Struktur Partai” (Minggu, 22  
      Maret 2009) 
  Aktor  : Caleg Perempuan 
   Posisi atau jabatan perempuan menjadi instrumen penting ketika 
perempuan disamarkan perannya dalam struktur kepartaian. Sejauh 
pengamatan peneliti dari berita-berita yang menjadi unit analisis tidak ada 
jabatan yang strategis yang diemban oleh perempuan. Walaupun ada 
beberapa sosok seperti Puan Maharani ataupun Yenny Wahid, namun 
keduanya boleh dibilang sedikit ‘beruntung’ dari perempuan lain. 
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partai menjadi pertanyaan tersendiri. Sebab, hal ini akan berimbas pada 
tingkat kepercayaan dan kredibilitas terhadap perempuan. Berita di bawah 
ini memeperlihatkan bagaimana perannya menjadi goyah ketika mereka 
dicap tidak memiliki kemampuan dalam menguasai struktur partai. 
o “Caleg Perempuan Lolos Terancam Turun: Lemah karena tidak 
Kuasai Struktur Partai” (Minggu, 22 Maret 2009) 
  Berita di atas merupakan bentuk passivasi dengan strategi penyamaran 
peran aktor. Jabatan dalam struktur kepartaian menjadi penyebab pelemahan 
posisi aktor dalam berita. Hal ini berdampak pada penyamaran peran-peran 
yang seharusnya muncul sebagai dasar untuk membantah asumsi tersebut. 
Dalam berita ini tidak dimunculkan opsi mengenai peran yang positif yang 
dilakukan oleh perempuan dalam struktural kepartaian. Akibatnya, muncul 
asumsi jika perempuan tidak menguasai sistem yang dianut partai.  
  Lebih lanjut minimnya jumlah perempuan yang menguasai jabatan 
strategis dikepartaian membuat kesempatan untuk menguasai seluk-beluk 
partai semakin kecil. Hal inilah yang mengakibatkan Caleg perempuan 
terancam turun sehingga terjadi penyamaran peran sesungguhnya dari 
perempuan.     
3. Pengingkaran Tema (negasi) 
 Model  : Dilihat dari aspek Pengingkaran Tema (negasi)  
 Variasi  : Negasi Klausa dan Negasi Lokal 
 Pengingkaran merupakan salah satu strategi yang digunakan wartawan 
atau media untuk melemahkan seseorang, golongan, atau sekelompok orang. 
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kumpulan argumen atau opini yang mampu mengubah persepsi pembaca. 
Dalam hal ini, praktik pengingkaran dilakukan terhadap perempuan guna 
memarjinalkan posisi mereka pada tataran politik. 
 Eriyanto (2008: 249) menjelaskan jika elemen wacana pengingkaran 
adalah bentuk praktik wacana yang menggambarkan bagaimana wartawan 
(termasuk media) menyembunyikan apa yang ingin diekspresikan secara 
implisit. Hal ini dapat dilihat dari argumen-argemen yang mengarahkan 
pembaca untuk mempersepsi sesuatu ke arah sebuah kesimpulan yang 
memojokan posisi perempuan.  
 Pengingkaran tema merupakan salah satu formula yang diperkenalkan 
Teun A. Van Dijk dalam model wacana teks berita. Setelah mencermati 
berita-berita politik perempuan, ditemukan dua variasi strategi pengingkaran 
dalam berita. Adapun Quirk et al (http://www.pdfsebook.com/dir-
ebooks/penanda-pdf.html, 26/10/2010) membagi negasi menjadi tiga 
kelompok, yaitu clause negation, local negation dan predication negation. 
Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua jenis negasi, 
yaitu negasi klausa (clause negation) dan negasi lokal (local negation). 
Adapun negasi predikasi, lebih mengarahkan pembahasan kepada penelitian 
analisis isi karena negasi predikasi melihat sturuktur kata dan kalimat secara 
verbal.  
 a. Negasi Klausa  
 Variasi  :  Negasi Klausa  
  Berita  : “Lima Caleg Perempuan Unggul” (Senin, 13 April 
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      “Emilia Contessa, Hemat Sedapil dengan Suami”    
       (Rabu, 25 Maret  2009)  
  Aktor  : Lima Caleg unggul (Paryanti, Retno Haryani,  
       Indah Retnowati, Endah Umaryani, Titik Sugiarti), 
       Emilia Contessa 
 Jenis negasi ini adalah bentuk pengingkaran seluruh klausanya. 
Kalimat positif dinegasikan dengan menggunakan negator klausa antar 
kalimatnya menjadi kalimat yang sifatnya negatif. Negasi jenis ini secara 
‘frontal’ dan formal melemahkan posisi perempuan. Artinya, argumen atau 
opini dibentuk melalui perubahan dari makna positif menjadi makna negatif, 
dengan penggunaan  negator sebagai penguat pengingkaran. Adapun berita 
yang menggambarkan strategi pengingkaran langsung adalah sebagai 
berikut.  
o “Lima Caleg Perempuan Unggul” (Senin, 13 April 2009) 
 Beranjak dari beberapa model yang telah dikemukan di awal bab, 
berita dengan judul “Lima Caleg perempuan unggul” merupakan salah satu 
berita yang menggambarkan prestasi perempuan terutama dalam ranah 
politik. Secara eksplisit, pembaca dapat memaknai maksud yang akan 
dikemukan media bahwa kelima perempuan tersebut berhasil menjadi Caleg 
dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing Caleg. 
 Fakta-fakta pada awal kalimat memang menjelaskan prestasi dan 
kelebihan perempuan hingga mendapat dukungan suara dalam Pemilu. 
Namun, pada penjelasan selanjutnya muncul argumen baru yang 
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ditata di bagian awal termentahkan oleh satu kalimat di salah satu bagian 
berita. Bentuk pengingkaran inilah yang pada akhirnya merubah posisi 
perempuan.  
 Jika mencermati berita “Lima Caleg perempuan unggul” (paragraf ke-
6), selain penggunaan kata “sedangkan” sebagai negasi, di bagian itu juga 
terdapat alat pematah fakta berupa sebutan perempuan sebagai ‘istri 
pejabat’. Kehadiran kalimat negasi dan sebutan ‘istri pejabat’ memberi 
asumsi pada pembaca jika dibalik kesuksesan perempuan dalam meraih 
dukungan tidak terlepas dari posisi suami mereka sebagai pejabat.  
o “Emilia Contessa, Hemat Sedapil dengan Suami” (Rabu, 25 Maret 
2009)  
 Posisi suami kembali menjadi batu sandungan bagi perempuan untuk 
melangkah ke ranah politik. Melalui ‘peran’ suami, pemarjinalan perempuan 
dilakukan dengan strategi pengingkaran yang sifatnya terang-terangan atau 
frontal.  Dalam kasus ini, premis-premis positif tentang kesuksesan Emilia 
Contessa dalam mendulang suara dimentahkan hanya dengan satu kalimat 
negasi. 
 Kalimat dengan kata ‘sebaliknya’ (paragraf ke-6) menjadi kata kunci 
terjadi pengingkaran dalam tubuh berita terhadap kehadiran perempuan. 
Berita menggambarkan aroma keberhasilan Emilia pada awal berita menjadi 
termentahkan dengan usaha yang dilakukan Emilia untuk dapat menghemat 
ongkos kampanye melalui bantuan suami, Usamah Al Hadad. Hal inilah 
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berjuang dalam politik agar tetap menyeimbangkan kewajiban sebagai istri 
sekaligus sebagai Caleg.  
 Aroma kesuksesan yang dihembuskan pada awal berita menjadi hilang 
ketika muncul argumen yang mendeskreditkan Emilia dalam meraih 
kesuksesan tersebut. Hal ini terlihat pada argumen wartawan yang 
menggambarkan kesuksesan tersebut tidak terlepas dari andil suami. 
Serentetan prestasi dan kelebihan yang dikemukan pada bagian tertentu dari 
berita telah membuyarkan persepsi masyarakat, karena pada bagian lain dari 
berita memuat argumen pengingkaran. Asumsi inilah yang akhirnya 
berkembang kepada citra perempuan sebagai pihak yang diuntungkan dari 
jabatan laki-laki (suami). 
 Jadi, pada tataran tema berita ini telah memberi porsi pemarjinalan 
terhadap posisi perempuan. Arti lain, pengingkaran berupa argumen atau 
kalimat telah memunculkan persepsi yang berbeda terhadap pembaca. 
Pengingkaran di sini bermakna bahwa terjadi ironisasi tentang fakta dan data 
yang diungkapkan pada akhir berita.  
 b. Negasi Lokal 
 Variasi  : Negasi Lokal  
  Berita  : Tere : Nyaleg Modal Rp 10 Juta” (Minggu, 1  
        Maret 2009) 
  Aktor  : Tere 
 Bentuk negasi lokal menegasikan sebuah kata atau frasa tanpa 
membuat klausa tersebut menjadi negatif, tapi tetap terjadi pengingkaran. 
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membalikan fakta terkait kemampuan perempuan. Pada bagian kedua ini, 
pengingkaran menggunakan negasi yang samar-samar. Artinya, peneliti 
memberi porsi subjektifitas lebih dalam memaknai berita yang muncul. 
Dengan kata lain, dibutuhkan pemaknaan yang sifatnya spekulatif untuk 
memaknai isu marjinalisasi yang muncul. Adapun berita yang menggunakan 
strategi pengingkaran dengan negasi samar-samar sebagai berikut.   
o  “Tere : Nyaleg Modal Rp 10 Juta” (Minggu, 1 Maret 2009) 
  Berita dengan judul “Nyaleg Modal Rp 10 Juta” ini merupakan salah 
satu penggambaran marjinalisasi perempuan di bidang politik melalui 
strategi pengingkaran. Berita ini bercerita tentang modal dari Theresia 
Ebenna Ezeria Pardede (Tere) yang hanya Rp 10 Juta untuk melakukan 
kempanye dalam Pemilu legislatif.  
  Pada bagian awal dari kalimat dijelaskan bahwa Caleg dari Partai 
Demokrat ini hanya bermodal sedikit dibandingkan dengan Caleg lain dalam 
berkampanye. Pemarjinalan perempuan terlihat dari argumen wartawan 
yang mengungkapkan bahwa Tere tidak akan mencari penganti uangnya 
(melakukan tindak KKN atau sejenisnya) jika uang yang ia keluarkan hanya 
Rp 10 Juta dan itu dari kantong pribadi. Dari argumen tersebut tersirat 
wacana bahwa Tere berkemungkinan akan mencari uang penganti jika dana 
yang ia keluarkan jumlahnya lebih besar. Asumsi lain yang muncul ialah, 
dengan modal sedikit (hanya Rp10 Juta) Tere bisa maju menjadi Caleg, 
padahal untuk dana kampanye uang yang dibutuhkan sangat banyak. Lagi-
lagi menurut penulis popularitas Tere sebagai public figure menjadi alat 
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  Sesuai dengan konsep yang dipaparkan oleh Van Dijk, salah satu 
elemen penting dalam memarjinalkan aktor dalam berita adalah dengan 
melakukan pengingkaran tema. Kalimat terakhir dari paragraf terakhir dari 
berita ini sekilas memang tidak menimbulkan asumsi yang negatif, namun 
jika dikritisi lebih dalam maka akan didapat sebuah wacana pelemahan 
terhadap posisi aktor dalam berita. Sekilas, makna yang terkandung adalah 
Tere tidak akan melakukan penyelewengan jika ia terpilih menjadi anggota 
dewan karena mempunyai modal kampanye lebih sedikit dibanding Caleg 
lain. Namun, bagi pembaca yang kritis akan sadar dan berasumsi bahwa 
Tere akan melakukan penyelewengan jika dana kampanyenya besar. Inilah 
makna yang tersirat dari statemen akhir dari berita.  
   Konsekuensinya, perempuan terhalangi untuk melangkah ke dalam 
ranah politik. Lebih jauh, keinginan Tere untuk duduk di kursi DPR 
mendapat tantangan. Tanpa disadari berita seperti inilah yang kiranya dapat 
memberi efek negatif terhadap citra perempuan dalam berita.  Jadi, berita ini 
merupakan salah satu berita dari Jawa Pos yang secara tidak langsung 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A.   Kesimpulan  
 Dari hasil analisis data (21 berita), dapat dikemukakan ada kecenderungan 
harian Jawa Pos mewacanakan posisi perempuan sebagai posisi yang marjinal. 
Artinya, dengan berita-berita yang ada, kehadiran perempuan dimanipulasi agar 
tidak sejajar dengan laki-laki. Adapun praktek marjinalisasi perempuan dapat 
dilihat dari hasil analisis berita sebagai berikut: 
1.  Posisi perempuan dalam berita  
 Posisi perempuan sebagai subjek jika dilihat dari kedudukan, peranan, dan 
pekerjaan tidak terjadi penghambatan peran. Hal ini karena untuk berita yang 
seimbang dan tidak berpihak salah satu aktor, perempuan memang seharusnya 
berposisi sebagai subjek. Mereka ‘diciptakan’ sebagai sosok yang lemah, tidak 
berdaya dan membutuhkan bantuan. Dan, ‘bantuan’ ini selalu diposisikan 
datangnya dari pihak laki-laki. 
 a. Aspek Status 
 Dari aspek status, perempuan dibentuk dengan status, yaitu status yang 
sengaja atau tidak sengaja mereka dapatkan. Permasalahan terletak ketika 
perempuan mendapat status yang terberi. Status ini menjadikan perempuan tidak 
dapat melawan karena sifatnya mutlak diperoleh oleh perempuan. Lain halnya 
dengan status diberi, status yang diberi atau sengaja diberikan tidak menimbulkan 
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digambarkan mendapat status yang tidak sepatutnya ia dapat, tanpa ada opini atau 
yang melemahkan. 
 b. Aspek Peranan 
 Sama halnya dengan peranan, pada posisi ini perempuan juga diskenariokan 
mendapat peranan berbeda, yaitu peran overt (publik) dan peran covert (pribadi). 
Permasalahan muncul ketika posisi perempuan sebagai objek, kedua peran 
tersebut dicampuradukan dalam sebuah berita, sehingga perempuan mepunyai 
peran ganda (dual role). Kondisi ini membuat perempuan harus menentukan salah 
satu pilihan terhadap kedua peran tersebut.  
 c. Aspek Pekerjaan 
 Beberapa berita mengangkat popularitas aktor sebagai entertainment 
menjadi alat pelemah. Wacana yang dibangun, prestasi yang mereka peroleh 
secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh popularitas sang aktor. 
Kondisi ini berakibat pada munculnya persepsi bagi pembaca jika kemampuan 
politik atau prestasi dalam mendapatkan suara dalam Pemilu tidak terlepas dari 
popularitas mereka. Padahal, realitas sesungguhnya banyak perempuan yang 
memang memiliki kemampuan dan prestasi yang baik diluar dia sebagai selebritis. 
2. Faktor pasivasi aktor dalam berita  
 Melalui subtema pasivasi, perempuan diwacanakan untuk keluar dari berita. 
Strateginya, pertama, aktor dipasifkan melalui strategi penghilangan aktor. Kedua, 
aktor dipasifkan melalui penyamaran peran. 
 a. Penghilangan Aktor 
 Dalam kajian ini perempuan ditiadakan atau diarahkan agar tidak terlibat 
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melihat perspektif bagaimana perempuan dihilangkan. Dari perspektif laki-laki 
ditentukan gunakan dua indikator yakni superioritas laki-laki, terjadi ketika 
perempuan tidak mampu melawan hegemoni yang dilancarkan oleh laki-laki 
melalui kekuasaan, kekuatan (power), wibawa, hingga materi.  
 Selanjutnya, pasivasi melalui ekslusifitas laki-laki. Pada bagian ini hal yang 
menjadi sorotan adalah status perempuan sebagai istri dari laki-laki yang 
mempunyai kekuasaan dan power. Perempuan yang memiliki suami orang-orang 
penting dalam politik Indonesia menjadikan posisi laki-laki menjadi ekslusif 
dibanding perempuan.  
 Dari perspektif perempuan, dilakukan dengan melalui berbagai isu yang 
menghilangkan perempuan dalam berita. Isu tersebut berupa, isu agama dan isu 
pelanggaran hukum. Isu agama misalnya, menyudutkan perempuan melalui 
atribut-atribut keagamaan yang dikenakan perempuan. Dalam hal ini yang 
menjadi perdebatan adalah pemakaian jilbab oleh Caleg perempuan. 
 Sedangkan, isu pelanggaran hukum dalam sistem keredaksian media, 
memang harus diinformasikan kepada khalayak. Namun, menjadi soal ketika 
dalam berita tidak ada opini pembela dari tersangka. Hal ini terlihat dari 
pemberitaan Tuti Indarsih yang diduga melakukan politik uang. 
 b. Penyamaran Aktor 
 Adapan indikator yang menentukan penyamaran terhadap aktor diantaranya 
adalah melalui proses delegitimasi dan melalui jabatan atau posisi perempuan di 
struktural partai. Satu berita terkait jabatan perempuan yang lemah di struktur 
partai di harian Jawa Pos menjadikan posisi perempuan menjadi tersamarkan 
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3. Pengingkaran Tema (Negasi) 
 Pesan yang disampaikan media oleh tulisan wartawan melalui berita berupa 
kumpulan argumen atau opini yang mampu mengubah persepsi pembaca. 
Mencermati berita-berita politik perempuan di harian Jawa Pos, ditemukan dua 
variasi strategi pengingkaran atau negasi. Adapun strategi pengingkaran tersebut 
berupa pengingkaran dengan negasi klausa dan negasi lokal. 
 a. Negasi Klausa 
Negasi klausa melemahkan perempuan melalui argumen atau opini dibentuk 
melalui perubahan kalimat positif menjadi kalimat negatif. Selain itu, penggunaan 
negator menjadi penguat pengingkaran dalam berita. Fakta-fakta pada awal 
kalimat memang menjelaskan prestasi dan kelebihan perempuan yang sifatnya 
positif. Namun, pada penjelasan selanjutnya muncul argumen baru yang 
berseberangan dengan fakta awal, akibatnya kalimatnya menjadi negatif. 
Akibatnya, premis-premis yang telah ditata di bagian awal termentahkan oleh satu 
kalimat di salah satu bagian berita. 
 b. Negasi Lokal  
 Pada bagian ini, pengingkaran menggunakan negasi yang sifatnya lokal. 
Artinya, peneliti memberi porsi subjektifitas lebih dalam memaknai berita yang 
muncul. Dengan kata lain, dibutuhkan pemaknaan yang sifatnya spekulatif untuk 
memaknai isu marjinalisasi yang muncul. Untuk bagian pengingkaran dengan 
negasi samar-samar salah satu kalimat dari berita sekilas memang tidak 
menimbulkan asumsi yang negatif, namun jika dikritisi lebih dalam, maka didapat 
sebuah wacana pelemahan terhadap posisi aktor. Pelemahan ini terbentuk dari 













































commit to user 
 
secara samar-samar tidak ada yang janggal. Namun, pada sisi lain upaya 
pengingkaran terhadap kehadiran perempuan juga dilakukan dengan samar-samar. 
 Terdapat kecenderungan Jawa Pos menampilkan perempuan sebagai sosok 
yang lemah dan tidak mempunyai pengaruh dalam berita. Hal ini berbanding 
terbalik dengan konstruksi wacana yang dibangun terhadap laki-laki, dimana  
laki-laki ‘diciptakan’ berpengaruh dan dominan dalam berita. Pada akhirnya 
konstruksi wacana yang timpang ini menghambat akses perempuan ke ranah 
politik.  
 Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perempuan termarjinalkan dalam 
pemberitaan politik terkait Pemilu berupa posisi aktor dalam berita, pasivasi, dan 
pengingkaran (negasi). Ketiga faktor tersebut  muncul sendiri-sendiri dalam 
berita. Di samping muncul sendiri-sendiri, faktor-faktor tersebut juga hadir secara 
bersamaan dan terkombinasi satu dengan yang lain. Dengan kata lain, berita-berita 
tentang perempuan tidak terlepas dari tiga strategi tersebut. Hal ini menyebabkan 
perempuan termarjinalkan dalam pemberitaan. 
 Walaupun dalam salah satu bagian berita posisi perempuan sebagai subjek 
(posisi seharusnya) namun di sisi lain marjinalisasi tetap terjadi melalui faktor 
pasivasi atau pengingkaran. Begitupun sebaliknya, ketika sebuah berita bebas dari 
aspek pasivasi namun aspek lain (posisi aktor dan pengingkaran) menjadi alasan 
perempuan termarjinalkan. Kondisi ini berlangsung disetiap berita terkait politik 
perempuan dan tidak ada posisi perempuan yang benar-benar bebas dari praktek 
marjnalisasi. Jadi, selama kampanye Pemilu legislatif dan calon presiden dalam 
kurun waktu 1 Maret-30 April 2009, berita-berita politik di harian Jawa Pos 
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B.   Saran  
 Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa berita-berita di 
harian Jawa Pos belum menggambarkan berita-berita yang sensitif gender. Hal ini 
dikarenakan berita-berita yang masih memarjinalkan posisi perempuan. Kondisi 
ini kedepannya dapat berkurang. Untuk itu, terdapat beberapa saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini: 
1. Institusi Media 
 Harian Jawa Pos sebagai institusi media independen dan profesional dapat 
memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat sejajar dengan laki-laki. 
Untuk itu, harian Jawa Pos dapat memberi kesempatan lebih banyak bagi jurnalis 
perempuan dalam struktur keredaksian, khususnya dalam desk politik. Artinya, 
perempuan dapat eksis dalam dunia kewartawanan guna menciptakan 
kesepadanan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain jurnalis perempuan 
diberi ‘kebebasan’ untuk meliput berita-berita terkait dengan perempuan. 
2. Isi Berita 
 Dengan banyaknya perempuan yang menduduki posisi dalam struktur 
keredaksian diharapkan isi berita di harian Jawa Pos bisa memberikan informasi 
yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dengan kehadiran 
perempuan isu-isu tentang marjinalisasi diharapkan akan berkurang. Isi berita juga 
diharapkan dibuat oleh jurnalis perempuan dengan perspektif perempuan. 
Sehingga menempatkan perempuan di posisi yang seharusnya, yaitu sejajar 
dengan laki-laki dalam setiap pemberitaan.  
 
